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 ABSTRAK 
BRI Syariah merupakan salah satu bank syariah yang melakukan beberapa 
transaksi pembiayaan diantaranya pembiayaan murabahah, musyarakah, qardh 
talangan haji, pembiayaan modal kerja revolving dan IMBT. Pembiayaan murabahah 
merupakan kegiatan yang paling banyak ditransaksikan, dari total seluruh nasabah 
pembiayaan sebanyak 358 nasabah, 344 nasabah adalah pembiayaan murabahah. 
Semakin banyaknya pembiayaan yang dilakukan maka resiko akan terjadinya 
pembiayaan bermaslah akan semakin tinggi. Hal ini diikuti oleh peningkatan tingkat 
NPF di BRI Syariah KCP Metro disetiap tahunnya.Untuk meminimalisir pembiayaan 
bermasalah tersebut BRI Syariah melakukan pengawasan sebelum dan sesudah 
pembiayaan. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 
pengawasan pembiayaan murābahah sebagai upaya meminimalisir pembiayaan 
bermasalah di BRI Syariah KCP Metro? dan apa faktor-faktor yang menyebabkan 
pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui pelaksanaan pengawasan pembiayaan murābahah sebagai upaya 
meminimalisir pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro dan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah 
KCP Metro. 
Untuk memecahkan masalah yang ada penulis menggunakan jenis penelitian 
lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini 
menggunakan sumber data primer dan skunder. Adapun metode pengumpulan data 
yang penulis gunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain 
itu metode analisis yang digunakan adalah data reeduction, data display, verification. 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan 
pembiayaan murābahah oleh BRI Syariah KCP Metro dilakukan sebelum 
pembiayaan dicairkan dan setelah pembiayaan dicairkan.Sebelum pembiayaan 
dicairkan BRI Syariah menggunakan jenis pengawasan on desk monitoring dengan 
menggunakan analisis 5C (character, capital, capacity, collateral, dan condition). 
Sedangkan pengawasan setelah pembiayaan dicairkan BRI Syariah menggunakan 
jenis pengawasan on site monitoring dengan melakukan kunjungan lokasi fisik, trade 
checking, credit checking. Sedangkan penyebab adanya pembiayaan bermasalah yang 
ada di BRI Syariah KCP Metro disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Untuk 
mengatasi hal tersebut bank melakukan restrukturisasi dengan cara penagihan 
intensif, pemberian surat peringatan, rescheduling, reconditioning, restructuring, dan 
pelelangan barang jaminan. 
Kata Kunci: On Desk Monitoring, On Site Monitoring, Restrukturisasi 
   
   
 MOTTO 
 
                               
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
 Departemen Agama RI,  Qur‟an Tajwid Dan Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), h180 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul ini 
akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya 
ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Analisis Pengawasan 
Pembiayaan Murabahah dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah 
BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro Lampung” 
Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman 
terhadap penggunaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.  Adapun 
istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengawasan adalah penilikan  dan pengarahan kebijakan jalannya 
perusahaan.
2
 Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud penulis adalah pihak 
bank melakukan suatu arahan kebijakan terhadap nasabahnya. 
2. Pembiayaan (financing) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak, 
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncakan, baik 
dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 
                                                             
2
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta; UPP  STIM YKPN, 
2016),  h. 58 
 pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 
direncakan..
3
 
3. Murabahah merupakan akad jual beli dengan harga asal ditambah margin 
keuntungan yang telah disepakati antara dua belah pihak, dimana penjual 
menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
4
 
4. Meminimalisir adalah sedikit-dikitnya atau dapat dikatakan juga sekurang-
kurangnya.
5
 Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud penulis adalah 
mengurangi adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank BRI 
Syariah 
5. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam 
kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
6
 
6. KCP Metro merupakan singkatan dari Kantor Cabang Pembantu. BRI 
Syariah KCP Metro merupakan salah satu kantor cabang pembantu dari BRI 
Syariah kantor cabang Tanjung Karang.  
Berdasarkan pengertian beberapa istilah di atas maka alasan yang 
dimaksud dalam skripsi ini oleh penulis adalah ingin mengetahui dan 
memahami dengan baik mengenai pengawasan pembiayaan murabahahdalam  
meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KCP Metro. 
                                                             
3
Ibid, h. 41 
4
Ibid, h. 10 
5
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit.h. 584 
6
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 359 
 B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi penelitian ini adalah: 
1. Alasan Objektif 
Pemberian pembiayaan pada nasabah merupakan salah satu kegiatan 
bank. Pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus 
merupakan sumber resiko terbesar yang akan mengakibatkan terjadinya 
pembiayaan bermasalah. Semakin banyaknya nasabah yang melakukan 
transaksi pembiayaan akan semakin banyak pula resiko yang akan terjadi. 
Pembiayaan bermasalah muncul ketika nasabah atau bank melakukan 
kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sehingga perlu adanya 
pengendalian atas pembiayaan bermasalah tersebut, salah satunya yaitu 
dengan melakukan pengawasan atas pembiayaan yang 
bermasalah.Pelaksanaan pengawasan terhadap pembiayaan telah 
dilaksanakan oleh BRI Syariah KCP Metro, namun tingkat NPF BRI 
Syariah KCP Metro tetap saja mengalami kenaikan disetiap tahun nya.Oleh 
sebab itu peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian tentang 
pelaksanaan pengawasan yang dilakukan serta penyebab naiknya 
pembiayaan bermasalah disetiap tahunnya. 
2. Alasan subyektif 
Judul ini penulis pilih karena sesuai jurusan secara akademik yaitu 
jurusan Perbankan Syariah dan adanya referensi yang membahas tentang 
 Pelaksanaan Pengawasan Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya 
Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah. 
 
C. Latar Belakang  
Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh 
ke Indonesia.Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah 
sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Perkembangan perbankan syariah 
pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 
1998, dimana dalam  Undang-Undang tersebut diatur secata rinci landasan 
hukum dan jenis-jenis dan usaha yang dapat dioperasikan dan 
diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut memberikan 
arah bagi Bank-Bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan 
mengkonvensi diri secara total menjadi bank syariah.
7
 
Indonesia, sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, 
telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai 
tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitas.Sistem 
bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (free 
interest banking).
8
 Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah 
memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, bank Islam adalah 
                                                             
7
  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), h.26 
8
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2014), 
h.302 
 sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan disamping perbankan 
konvensional yang telah lama ada. 
Bank Syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah 
melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang 
terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri 
(nonbagi hasil/trade financing) dan investasi pihak lain (bagi hasil/investment 
financing).Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank 
dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.
9
Salah satu bentuk kegiatan 
transaksi yang dilakukan oleh bank syariah adalah pembiayaan.Ada beberapa 
transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah diantaranya 
pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, qardh, dan lainnya.Namun 
diantara pembiayaan-pembiayaan tersebut pembiayaan murabahah merupakan 
kegiatan yang paling dominan ditransaksikan.Pembiayaan murabahah 
merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya 
kepada nasabah. 
Tabel 1.1 
Tabel jumlah nasabah dalam pembiayaan produk 
Produk Jumlah Nasabah 
Pembiayaan Musyarakah 4 
Piutang Murabahah 344 
Pinjaman Qardh Talangan Haji 7 
Pembiayaan Modal Kerja Revolving 2 
IMBT 1 
TOTAL 358 
Sumber: Data Diolah Dari Brisyariah KCP Metro 
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 Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang 
paling banyak adalah pembiayaan murabahah dengan jumlah 344 nasabah. 
Semakin banyaknya pembiayaan murābahah yang ada di BRI Syariah KCP 
Metro semakin banyak pula resiko yang akan timbul. Termasuk resiko 
terjadinya pembiayaan bermasalah. Bukti transaksi jual beli Al-Murabahah 
terdapat dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 29 : 
                                  
       
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan 
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu”.10 
Pada jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi 
pembiayaan bermasalah dimana keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak 
terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan “warning sign” atau faktor-
faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.
11
Ada banyak faktor 
yang menyebabkan suatu pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal. 
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 Faktor eksternaladalah  faktor yang ada diluar perusahaan itu sendiri. 
Seperti keadaan ekonomi, bencana alam, dan lain-lain.Sedangkan faktor 
internal yaitu terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah 
melakukan pengawasan secara seksama dari bulan kebulan, dari tahun-ketahun 
lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan 
kelemahan pengawasan itu sendiri, kecuali apabila aktivitas pengawasan itu 
dilakukan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti 
sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara mendalam. Mungkin kesulitan itu 
disengaja oleh manajemen perusahaan yang berarti pengusaha telah melakukan 
hal-hal yang tidak jujur.
12
 
Berikut data NPF BRI Syariah KCP Metro: 
Tabel 1.2 
Tabel persentase NPF 2013-2017 
Tahun Persentase Nominal 
2016 2,42% 3403 
2015 0,72% 721 
2014 1,59% 1636 
2013 0,44% 440 
2012 0,07 59 
Sumber: Data Diolah Dari Bri Syariah KCP Metro 
Berdasarkan data NPF pada lima tahun terakhir, BRI Syariah mengalami 
ketidakstabilan yakni pada kenaikan persentasenya. Dan dapat dilihat 
pembiayaan bermasalah atau kredit macet terjadi pada tahun 2016. Berdasarkan 
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 banyak kenaikan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan macet maka BRI 
Syariah KCP Metro melakukan pengendalian internal terhadap pembiayaan 
yang ada untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi.  
Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah bank syariah perlu 
melakukan pengawasan baik itu pengawasan sebelum pembiayaan ataupun 
pengawasan setelah pembiayaan. Pengawasan sebelum pembiayaan ini 
dilakukan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi selama masa 
pembiayaan. Sedangkan pelaksanaan pengawasan setelah pembiayaan ini 
bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan agar terus berada dalam kategori 
lancar.Maka dari itu penting bagi BRI Syariah KCP Metro untuk melakukan 
pengawasan pada pembiayaan nya agar dapat meminimalisir pembiayaan 
bermasalah yang ada pada bank tersebut. 
Oleh sebab itu penulis memandang penting untuk melakukan penelitian 
yang berjudul “Analisis Pengawasan Pembiayaan Murābahah dalam 
Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Metro Lampung” 
 
 
 
 
 D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas ditarik rumusan masalah 
diantaranya: 
1. Bagaimana pengawasan pembiayaan murābahah dalam meminimalisir 
pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro Lampung? 
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BRI 
Syariah KCP Metro Lampung? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan penelitian  
a. Untuk mengetahui pengawasan pembiayaan murābahah dalam 
meminimalisir pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro 
Lampung 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan 
bermasalah di BRI Syariah KCP Metro Lampung 
2. Kegunaan penelitian 
a. Bagi bank 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 
tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan agar dapat 
meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah. 
 
 
 b. Ilmu pengetahuan 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk 
penelitian lebih lanjut yang berkaitan tentang pelaksanaan pengawasan 
pembiayaan murabahah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di 
bank syariah, serta sebagai tambahan referensi perpustakaan UIN. 
c. Bagi peneliti 
Untuk menambah pengetahuan dan sarana dalam menerapkan teori-teori 
yang pernah diperoleh sebelumnya. 
 
F. Metode penelitian 
1. Jenis penelitian  
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan 
maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif 
dengan cara menggunakan kenyataan empiris dari objek yang dijadikan 
penelitian.. Sedangkan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan 
judul penelitian, maka jenis penelitian yang penulis adalah penelitian 
lapangan (field research), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke 
tempat yang menjadi subyek penelitian (Bank BRI Syariah KCP Metro) 
sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-
bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang 
diangkat.  
 Dalam penelitian ini pembahasan difokuskan pada pengawasan 
pembiayaan murābahah yang ada di BRI Syariah KCP Metro dalam 
meminimalisir pembiayaan bermasalah. 
2. Subyek dan Obyek Penelitian 
a. Subyek penelitian 
Subyek dalam penelitian ini adalah Pimpinan BRI Syariah KCP Metro, 
pihak AO, nasabah di BRI Syariah KCP Metro  
b. Objek penelitian 
Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang pengawasan 
pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah 
BRI Syariah KCP Metro Lampung 
3. Waktu dan Tempat Penelitian 
a. Waktu 
Penelitian yang saya lakukan dari tanggal 23 April 2018 – 7 Mei 2018 
b. Tempat 
Tempat yang menjadi penelitian adalah BRI Syariah KCP Metro, Jl. AH 
Nasution No 186, Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, lampung 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi yang digunakan peneliti adalah seluruh karyawan BRI Syariah 
KCP Metro Lampung 
 
 b. Sampel 
Bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai wakil 
dari para anggota populasi. Banyak tidaknya sampel dibatasi atau 
dihubungkan dengan tujuan penelitian, masalah penelitian, tekhnik 
pengumpulan dan keberadaaan kasus yang kaya akan informasi, 
kecukupan informasi yang diperoleh. Adapun sampel dalam penelitian 
ini sebanyak adalah Pimpinan BRI Syariah KCP Metro dan karyawan 
bank khususnya bagian AO berjumlah 8 orang dan beberapa nasabah 
BRI Syariah yang menggunakan pembiayaan murabahah yang macet. 
5. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh dengan survei lapangan 
menggunakan metode pengumpulan data orisinal
13
.Melalui wawancara 
dengan pihak yang bersangkutan mengenai pelaksanaan pengawasan 
pada pembiayaan murabahah sebagai upaya untuk meminimalisir 
pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP Metro. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 
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 dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 
atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 
yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
14
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Peneliti melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian.  Sambil 
melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan 
oleh sumber data.
15
 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 
makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik 
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
16
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 c. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen 
bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 
seseorang.Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
17
 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara , catatan lapangan dan bahan-
bahan lain., sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 
diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 
mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 
sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 
lain.
18
 
a. Data Reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
membuang yang tidak perlu.
19
 Dengan demikian data yang telah 
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 direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 
dan mencarinya bila diperlukan. 
b. Data display (penyajian data) 
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 
sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman  menyatakan yang paling 
sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 
adalah dengan teks yang bersifat naratif.
20
 
c. Conclusiondrawing/verification 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 
Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verivikasi. Kesimpulan 
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 
tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya.
21
 
 
G. Tinjauan Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan 
karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti 
dengan judul Analisis Pengawasan Pembiayaan Murabahah 
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 dalamMeminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KCP Metro 
Lampung. Di dalam penelitian ini penulis membahas pelaksanaan pengawasan 
pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BRI Syariah kepada nasabahnya 
sebagai upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Tujuan 
adanya kajian adalah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, 
sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang 
lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti 
berkaitan dengan masalah tersebut berupa kajian dan pembahasan diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1. Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, dalam jurnal kajian ekonomi dan 
bisnis islam dengan judul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan 
Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank 
Muamalat Indonesia Banda Aceh” 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan 
murabahah bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) 
faktor fiktif.Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari 
pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan 
dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan 
jaminan, dan melakukan write off serta adanya penetapan terhadap denda. 
Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara 
langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti 
 pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan 
bermasalah.
22
 
2. Nurma Sari, dalam jurnal muqtasid dengan judul “Model Pengawasan 
Pembiayaan di BMT Mujahidin Pontianak” 
Dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, diantaranya bahwa KSU 
BMT Mujahidin dalam menyalurkan pembiayaan sama dengan lembaga 
keuangan syariah lainnya, yakni pembiayaan yang dijalankan memiliki 
serangkaian prosedur yang disusun secara sistematis dari bagian yang 
terlibat yaitu pemasaran, pembiayaan dan manajer telah cukup efektif. 
Adapun pengawasan terhadap produk dilakukan dengan tiga 
pengelompokan, pertama, dengan melakukan pengawasan aktif atau 
langsung, yakni pengawasan oleh BMT yang dilakukan dengan mengadakan 
pemeriksaan langsung ke tempat usaha nasabah.Pengawasan ini dilakukan 
oleh AO (Bagian pemasaran).Kedua, pengawasan administrasi, yakni 
pengawasan yang dilakukan mulai pada saat proses pengajuan dengan cara 
memeriksa kelengkapan persyaratan hingga sampai pada tahap pencairan. 
Ketiga, membantu nasabah dalam mengidentifikasi permasalahan yang akan 
muncul sedini mungkin. Jika terjadi pembiayaan macet maka pihak BMT 
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 Mujahidin tidak lepas tangan, pihak BMT ikut andil dalam mencarikan 
solusi bagi nasabah.
23
 
3. Meiga Gemala, dalam skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra 
Pembiayaan Pada BMT Prima Syariah”24.  
Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor mempengaruhi 
pembiayaan bermasalah dan bagaimana perspektif mitra pembiayaan 
bermasalah yang dialami.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
regresi berganda.Penelitian ini menyimpulkan bahwa administrasi, 
pendapatan, I‟tikad, dan evaluasi berpengaruh secara simultan terhadap 
pembiayaan bermasalah yang dilihat dari perspektif mitra pembiayaan. 
4. Yenti Afrida, dalam jurnal ekonomi dan bisnis islam dengan judul “Analisis 
Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”25 
Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi 
hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan 
bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan 
syariah tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi 
                                                             
23
Nurma Sari, Model Pengawasan Pembiayaan di BMT Mujahidin Pontianak” Jurnal 
Muqtasid, Volume 5 Nomor 1 (Juni 2014), h.51 
24
 Meiga Gemala, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari 
Perspektif Mitra Pembiayaan Pada BMT Prima Syariah , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi S1 
Tahun 2015. h.80 
25Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”, Jurnal Ekonomi 
Dan Bisnis Islam, Volume 1, Nomor 2 Juli-Desember 2016, h.166 
 hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Untuk 
menjamin agar terlaksananya pembiayaan murabahah agar sesuai konsep 
syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah 
atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiaayan murabahah sebagai 
pembiayaan primadona di perbankan syariah bisa dikawal dan tidak 
mencoreng citra dan wibawa perbankan syariah sehingga tidak ada lagi 
kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. 
5. M.F. Hidayatullah, dalam jurnal dengan judul “ Penyelesaian Pembiayaan 
Bermasalah Di Bank Syariah”  
Bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi 
sebagai intermediary antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang 
kekurangan dana dalam praktiknya setiap tahun juga mengalami kredit 
bermasalah. Permasalahan dalam pembiayaan dapat terjadi disebabkan oleh 
beberapa faktor yang antara lain: faktor internal bank, faktor internal 
nasabah, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis serta faktor 
ketidakmampuan manajemen. Dalam rangka menyelamatkan bank syariah 
dari pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah agar dapat 
menyelesaikan kewajibannya maka bank syariah dapat melakukan 
restrukturisasi melalui: rescheduling (penjadwalan kembali); reconditioning 
(persyaratan kembali); restructuring (penataan kembali). Namun seandainya 
ketiga upaya restrukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank 
syariah dapat melakukan penyelesaian pem-biayaan bermasalah melalui: 
 penyitaan barang jaminan, badan arbitrase syariah nasional, dan 
penyelesaian lewat litigasi.
26
 
6. Sova Lusian, Hermanto Siregar, Tb Nur Ahmad Maulana, dalam Finance 
and Banking Journal dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab 
Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 
2009-20131” 
Menyebutkan bahwa analisis faktor eksternal BPRS XYZ yang 
mempengaruhi pembiayaan bermasalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
peluang dan ancaman.Peluang bagi BPRS XYZ adalah (1) Program 
pendidikan, pelatihan dan Technical assistance dari Bank Indonesia, ISED 
dan YPPBS; (2) Perkembangan jumlah UMKM dan potensi pasar bisnis 
UMKM; (3) Event ramadhan, idul fitri dan idul adha dan (4) Teknologi 
terpadu perbankan. Ancaman bagi BPRS XYZ adalah (1) PBI nomor 
14/22/PBI/2012 tentang kredit dan pembiayaan bank umum dan bank umum 
syariah; (2) Rencana kenaikan BBM; (3) Kepemilikan nasabah akan aset 
yang dapat dijadikan agunan terbatas, kurangnya kemampuan nasabah 
mengelola usaha dan terjadi pemanfaatan dana oleh nasabah yang tidak 
sesuai dan (4) Jumlah kantor cabang bank meningkat. Analisis faktor 
internal BPRS XYZ yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu kelemahan dan kekuatan. Kekuatan BPRS XYZ 
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 adalah adanya layanan penjemputan dana pihak ketiga dan angsuran 
pembiayaan, trend Return on Assets terus membaik, tingkat efisiensi dan 
efektivitas dari perusahaan baik dan pemegang saham kuat dan profesional 
serta program pelatihan karyawan dari pemegang saham. Kelemahan BPRS 
XYZ adalahmanajemen masa lalu meninggalkan pembiayaan bermasalah 
dan NPF yang tinggi, modal yang kurang dan penghimpunan DPK yang 
belum optimal, belum optimal jumlah, job description dan kapasitas SDI 
yang ada sehingga belum optimalnya pemasaran, pembinaan dan 
pengawasan nasabah, Proses analisa kredit yang belum optimal dalam 
penentuan kelayakan pemberian pembiayaan, penentuan jangka waktu, 
nominal agunan dan penentuan harga jual dan hanya memiliki 1 kantor dan 
tidak mempunyai kantor cabang.
27
 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah letak pada seting 
penelitian, sumber data yang digunakan, dan tujuan dari penelitian yang 
dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan yaitu BRI Syariah 
KCP Metro dengan fokus penelitian kepada Pihak bank  yang melakukan 
pengawasan pembiayaan, dan produk pembiayaan murabahah. Penelitian ini 
menekankan pada pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah yang 
dilakukan oleh BRI Syariah KCP Metro. 
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 BAB II 
LANDASAN TEORITIS 
 
B. Perbankan Syariah 
1. PengertianBank Syariah 
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank 
yang beroperasi dengan tidak mengandalkanpada bunga. Bank islam atau 
disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan 
yang operasional produknyadikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an 
dan Hadis Nabi SAW.
28
 Penghapusan bunga akan menghilangkan sumber 
ketidak adilan antara penyedia dana (nasabah) dan pengusaha (bank), 
keuntungan total dari modal akan dibagi antara kedua belah pihak menurut 
keadilan.
29
 
Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank 
bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 
keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak 
kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia 
adalahaturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan 
pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan sesuai hukum islam. 
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 Jadi bank syariah adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara 
bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk 
kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum islam. Sistem 
operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir) 
dan ketidak jelasan (gharar).
30
 
2. Dasar hukum bank syariah 
Adapun landasan perbankan syariah menurut al-quran sebagai berikut: 
1. Surat Ar-Ruum ayat 39 
                               
       
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah 
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan 
apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 
mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian ) itulah 
orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”31 
 
2. Surat an-nisa ayat 29 
 
                              
           
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan 
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 janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu”32 
Peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah yang menjadi 
pedoman kegiatan perbankan syariah adalah sebagai berikut: 
1) Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-
undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada pembagian penjelasan 
undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan 
bank dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat. Karena itu pemberlakuan undang-undang ini memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan 
bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah, termasuk pemberian usaha berdasarkan prinsip syariah, 
termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum syariah untuk 
membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan 
berdasarkan prinsip syariah. 
2) Undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. 
Pemberlakuan undang-undang ini dimaksudkan khusus menjadi paying 
hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. Sebagai 
paying hukum, dalam undang-undang ini juga memuat masalah 
kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah 
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 Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui dewan 
pengawas syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank 
Syariah dan Unit Usaha Syariag (UUS) 
33
 
3. Fungsi dan tujuan perbankan syariah 
Berdasarkan pasal 4 undang-undang no 21 tahun 2008 tentang 
perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariaha wajib menjalankan 
fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dijelaskan tentang 
fungsi dan tujuan perbankan syariah sebagai berikut: 
1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah, 
dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang 
produktif, sehingga dana yang menghasilkan keuntungan yang akan 
dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Imbalan bank 
syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang 
diperoleh oleh bank yang dapat dibagihasilkan. 
2. Investor bank syariah, sebagai investor (pemilik dana), penanaman dana 
yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pda sector-sektor 
yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak mekanggar 
ketentuan syariah. 
3. Fungsi sosial, sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua 
instrument yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi 
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 sosialnya, yaotu instrument zakat, infak, sadaqah dan waqaf (ZISWAF) 
dan instrument qardhul hasan. Sebagai cirri yang melekat pada etintas 
keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk 
mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, menadministrasikandan 
mendistribusikan) zakat serta dana-dana social lainnya. 
4. Fungsi jasa keuangan, yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah 
berbeda dengan konvensional, seperti memberikan layanan kliring, 
transfer, inkaso, pembayaran haji, letter of guaranrtee,letter of credit, 
dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan 
keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariag tetap harus 
menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.
34
 
Dalam menjalankan fungsinya bank syariah dan konvensional sebenernya 
sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyrakat serta 
menyediakan jasa layanan perbankan lainnya. Perbedaan diantara keduanta 
hanya terletak pada prinsip operasional yang digunakan.Bank syariah beroperasi 
berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan konvensional berdasarkan prinsip 
bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan 
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 nasabah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada 
bank konvensional sebagi kreditur dan debitur.
35
 
C. Pembiayaan 
a. Pengertian pembiayaan 
Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana 
kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana 
dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh 
pemilik dana kepada pengguna dana.
36
Pembiayaan yang diberikan oleh 
bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. 
Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga 
akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh 
bank syariah. 
Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 
10 Tahun 1998 “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dapot dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 
hasil”.37 
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 b. Tujuan pembiayaan 
Secara umum tujuan pembiayaan dapat dijadikan dua, yakni tujuan 
pembiayaan untuk tingkat makro dan mikro.Secara makro, pembiayaan 
bertujuan untuk
38
: 
1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tifak dapat akses 
secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 
akses ekonomi .dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. 
2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan 
usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh 
melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan 
kepada pihak minus dana sehingga dapat tergulirkan. 
3) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan 
peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksi. 
Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana. 
4) Membuka lapangan kerja baru, artinya:dengan dibukanya sector-sektor 
usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha 
tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau 
membuka lapangan kerja baru. 
5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif 
mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 
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 pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian 
pendapatan bagi masyarakat .jika ini terjadi maka akan terdistribusi 
pendapatan. 
Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka
39
: 
i. Upaya memaksimalkan laba, setiap pengusaha menginginkan mampu 
mencapai laba maksimal, untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal 
maka mereka perlu dukungan dana yang cukup. 
ii. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha ynag dilakukan agar mampu 
menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu 
meminimalisir resiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal 
usaha dapat diperoleh dengan tindakan pembiayaan. 
iii. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat 
dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam 
dengan sumber daya manusianya yang ada, akan tetapi sumber daya 
modal tidak ada , maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan 
demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna 
sumber-sumber daya ekonomi. 
iv. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada 
pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. 
Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan 
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 dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dab penyalur kelebihan 
dana dari pihak yang berkelebihan kepada pihak yang kekurangan. 
Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan 
merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan 
pembiayaan bank syariah adalah memenuhi kepentingan stakeholder
40
, 
yakni:  
a. Pemilik, dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan 
akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank 
tersebut. 
b. Pegawai, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan 
dari bank yang dikelolanya 
c. Masyarakat 
i. Pemilik dana 
Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang 
diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil. 
ii. Debitur yang bersangkutan 
Bagi debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu 
guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk 
pengadaaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif). 
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 iii. Masyarakat umumnya atau konsumen, mereka memperoleh barang-
barang yang dibutuhkan. 
iv. Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu 
dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan 
diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang 
diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan.) 
v. Bank, bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran 
pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan 
mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan 
usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat 
dilayaninya. 
c. Fungsi pembiayaan 
Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank 
syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya
41
: 
i. Meningkatkan daya guna uang 
Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk 
memperluas/memperbesar usahanya baik untuk untuk peningkatan 
produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun 
memulai usaha baru.Pada asasnya melalui pembiayaan terdapat suatu 
usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. 
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 Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh 
dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk 
usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha 
maupun kemanfaatan bagi masyarakat. 
ii. Meningkatkan daya guna barang 
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memprodusir 
bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut 
meningkat.Selain itu, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat 
memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke 
tempat yang lebih bermanfaat. 
Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah 
lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya 
meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut 
tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh 
karena nya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa 
pembiayaan.
42
 
iii. Meningkatkan peredaran uang 
Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran 
pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan 
sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. 
Melalui pembiayaan, peredaran uang kertal maupun giral akan lebih 
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 berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan kegairahan 
berusaha maka pengguna uang akan bertambah baik kualitatif apalagi 
secara kuantitatif. 
iv. Menimbulkan kegairahan berusaha 
Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkatkan 
usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannta 
yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. 
Karena itu pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh 
bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan 
yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan 
untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. 
v. Stabilitas ekonomi 
Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi 
pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, 
peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan pokok rakyat.Untuk menekan aruf inflasi dan terlebih-lebih 
lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank 
memegang peranan yang penting. 
vi. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 
Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha 
untuk meningkatkan usahanya.Peningkatan usaha berarti peningkatan 
profit. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan 
 buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatam maka pendapatan 
negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan 
penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung 
atau tidak melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.
43
 
vii. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional 
Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan 
antar Negara banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara yang 
sedang berkembang atau yang sedang membangun.Bantuan-bantuan 
tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat 
yang ringan yaitu bunga yang relative murah dan jangka waktu 
penggunaan yang panjang. Melalui kredit antar bank (G to G, 
Govermnment to Government), maka hubungan antar Negara pemberi 
dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut 
hubungan perekonomiandan perdagangan.
44
 
d. Manfaat pembiayaan 
1) Manfaat pembiayaan bagi bank, pembiayaan yang diberikan oleh bank 
kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin 
keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan 
yang telah diperjanjikanantara bank syariah dan mitra usaha (nasabah) 
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 2) Manfaat pembiayaan bagi debitur salah satunya yaitu meningkatkan 
usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah 
memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. 
3) Manfaat pembiayaan bagi pemerintah salah satunya bahwa 
pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong 
pertumbuhan sector rill, karena uang yang tersedia di bank menjadi 
tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. 
4) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas yaitu mengurangi tingkat 
pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat 
menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya 
peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga 
kerja.
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D. Pembiayaan Murabahah 
a. Pengertian pembiayaan murabah 
Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah 
transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya.Bank 
bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.Harga jual 
adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin).
46
 
                                                             
45
  Ismail, Op.cit, h.110-113 
 
46
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo, 2014), h. 98 
 Dalam pelaksanaan di perbankan syariah membelikan terlebih dahulu 
barang yang dibutuhkan nasabah.Kemudian, bank membayar pembelian 
barang kepada pemasok yang ditunjuk oleh nasabah atau bank.Bank 
menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama 
nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara (1) 
sekaligus lunas (murabahah) atau mencicil (bai bi‟tsamanil ajil).47 
Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah 
untuk membeli sesuatu, akan tetapi pihak banklah yang wajib membelikan 
sesuatu pesanan nasabah pada pihak ketiga dan kemudian dijual kembali 
kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati oleh kedua pihak. 
Perlu diperhatikan, murabahah berbeda dengan jual beli biasa. Dalam 
jual beli biasa terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli 
untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak menyebutkan harga beli 
dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan murabahah, harga beli 
dan keuntungan (margin) yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli. 
b. Landasan syariah pembiayaan murabahah 
1) Landasan syariah 
i. Al-Qur’an 
Ayat-ayat Al-Qur’an yang secara umum membolehkan jual beli. 
Diantaranya adalah firman Allah SWT Qs. AL-Baqarah ayat 275: 
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               
 
Artinya: 
“…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba…”48 
 
Maksud dari ayat ini adalah ekonomi islam terdiri atas prinsip 
perdagangan yang berdasarkan syaria’at, yaitu mengembangkan 
harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai 
dengan kaidah-kaidah dan ketentuan muamalah yang didasarkan 
pada hukum pokok (boleh dan halal dalam berbagai mu’amalat) dan 
menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu riba.
49
 
ii. Al-Hadits 
 َمَّلَسَو ِهٍْ َلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُسَر َلاَق ُلُوقٌَ َّيِرْدُخْلا ٍدٍِعَس اََبأ ُتْعِمَس َلاَق ِهٍَِبأ ْنَع ُعٍْ َبْلا اَمَِّنإ
(ٍضاََرت ْنَع)حٍحص : ًنابللأا قٍقحت ،ةجام نبا ننس 
Artinya: Dari Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama 
suka." (HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah, Dan Shahih Menurut Ibnu 
Hiban) 
 
2) Landasan hukum positif 
Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang No. 21 
tahun 2009 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang 
intinya menyatakan “bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah 
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 meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad 
murabahah, akad salam, akad istishna, atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah”.50 
Disamping itu pembiayaan murabahah juga diatur dalam Fatwa 
DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 april 2000 yang intinya 
menyatakan “bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna 
melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, 
bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahahbagi yang 
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga 
belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba.” 
c. Rukun dan syarat pembiayaan murabahah 
Rukun murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, 
yaitu adanya penjual (al-bai‟), pembeli (al-musytari‟), barang yang dibeli 
(al-mabi‟), harga (al-tsaman), dan sighat (ijab-qabul).51 
Terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli murabahah ini, yaitu: 
1) Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang 
yang hendak dijual.  
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 2) Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai 
imbalan dari harga perolehan/harga beli barang, yang selanjutnya 
menjadi harga jual barang secara murabahah; 
3) Sekiranya ada ketidakjelasan/ketidakcocokan masalah harga jual barang 
maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, 
sehingga bubarlah jual beli secara murabahah; 
4) Barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi.52 
d. Resiko Pembiayaan Murabahah 
Menurut Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, ada beberapa resiko 
khusus yang dapat dihadapi bank syariah dalam pembiayaan murābahah 
yaitu:
53
 
a. Resiko Pembiayaan, yaitu resiko dapat terjadi karena adanya kegagalan 
pembayaran atau pelunasan kembali pembiayaan murābahah dari 
nasabah dikarenakan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat diprediksi 
oleh bank. 
b. Risiko pasar, yaitu risiko dapat terjadi karena adanya perubahan tingkat 
suku bunga di pasaran, sehingga mempengaruhi besarnya nisbah bagi 
hasil sedangkan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan 
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 murābahah telah ditetapkan diawal dan tidak boleh berubah selama akad 
berjalan. 
c. Risiko strategi, terjadi karena adanya perhitungan bisnis yang keliru dari 
bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. 
d. Risiko hukum, terjadi karena kurangnya perangkat hukum yang 
mengatur mengenai bank syariah secara khusus sehingga dalam 
pelaksanaan nya bank syariah masih berpedoman kepada peraturan-
peraturan yang ditetapkan bagi bank konvensional. 
e. Prosedur pemberian pembiayaan 
Penilaian layak tidaknya perusahaan tersebut diberi pembiyaan atau 
tidak. Penilaian permohonan pembiayaan atau lebih lazim disebut sebagai 
analisis pembiayaan merupakan tahapan dari proses pemberian pembiayaan 
bank, yaitu sebagai berikut: 
54
 
1) Persiapan pembiayaan 
Persiapan pembiayaan ini merupakan kegiatan tahap awal, yaitu 
pengumpulan informasi dalam proses pemberian pembiayaan. Informasi 
tersebut berkisar tentang keadaan usaha calon debitur, yang menyangkut 
sector usaha, besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta serta 
tujuan penggunaannya, peralatan yang dimiliki, lokasi usaha, jaminan 
serta surat-suratnya, dan sebagainya. 
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 Biasanya pada saaat tersebut, calon debitur diminta mengisi 
formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank.Semua 
informasi dasar baik yang berasal dari hasil wawancara, keterangan 
tertulis formulir permohonan pembiayaan, data intern bank, maupun 
sumber-sumber lainnya, kemudian diolah dan dituangkan dalam laporan 
pengenalan proyek. 
2) Analisis pembiayaan 
Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh account 
officer dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level 
seksi atau bagian atau bahkan commite (tim) yang ditugaskan untuk 
menganalisis permohonan pembiayaan. 
Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang 
diberikan mencapai sasaran dan aman.Artinya, pembiayaan tersebut harus 
diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu, sesuai 
dengan perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima dan 
pemakai pembiayaan. 
Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus 
diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan customeruntuk memenuhi 
kebutuhannya.Faktor lainnya adalah perekonomian atau aktivitas usaha 
pada umumnya.Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu 
ada, setiap pembiayaan harus disertai jaminan cukup. 
 
 3) Keputusan pembiayaan  
Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pihak pemutus 
pembiayaan, yaitu pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang 
memberikan pembiayaan, dapat memutuskan apakah permohonan 
pembiayaan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak.
55
 
 
E. Pengawasan Pembiayaan 
a. Pengertian Pengawasan Pembiayaan 
Secara spesifik pengertian pengawasan atau monitoring selaras dengan 
pengertian pengawasan dalam arti luas, yaitu salah satu fungsi manajemen 
dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan 
kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna 
menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara dipatuhinya 
kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan 
penyusunan administrasi perkreditan yang benar.
56
 
Monitoring dikatakan sebagai proses pengawasan atau pemantauan. 
Pengertian monitoring bisa diambil dari QS Al-Infithar ayat  10 dan 11: 
         
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 “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 
mengawasi (pekerjaanmu).Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat 
(pekerjaan-pekerjaanmu itu)”57 
Dari makna yang terkandung dalam QS Al-infithar di atas dikaitkan 
dengan salah satu fungsi manajemen untuk pengamanan pembiayaan yang 
lebih baik dan efisien guna menghindarkan penyimpangan-penyimpangan 
dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta 
pemeliharaan data administrasi yang benar. 
Pengawasan pembiayaan merupakan tindakan pengawasan atau 
pengawalan dalam pengelolaan pembiayaan yang dimulai sejakpemberian 
pembiayaan hingga pembiayaan dilunasi nasabah.
58
Setelah fasilitas 
pembiayaan diberikan atau dicairkan, langkah bank selanjutnya adalah 
memastikan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan berdampak pada kinerja 
usaha nasabah dan memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk 
memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada bank.
59
 
Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk 
melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin 
(early warning system) deviasai ynag terjadi yang akan membawa akibat 
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 turunnya mutu pembiayaan. Dengan ini, dimungkinkan mengambil 
langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian.Sementara iitu pengawasan 
pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi menjemen yang 
berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayan itu sebagai 
kekayaan, dan dapat mengetahui term of lending sertsa asumsi-asumsi 
sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercaoai atau terjadi 
penyimpangan.
60
 
Ruang Lingkup Pengawasan Pembiayaan meliputi:
61
 
a. Memastikan bahwa setiap tahapan proses pemberian pembiayaan telah 
dilaksanakan sesuai ketentuan. 
b. Memastikan bahwa semua persyartan pembiayaan telah dipenuhi 
nasabah. 
c. Monitoring penguasaan dan pengamanaan jaminan. 
d. Monitoring pemenuhan persyaratan yang hingga saat pencairan 
pembiayaan belum dipenuhi nasabah. 
2. Objek Pengawasan Pembiayaan
62
 
a. Pejabat bank yang terikat dengan pembiayaan 
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 Pejabat bank yang dimaksud adalah anggota komite penyaluran 
pembiayaan dan pejabat lainnya yang terkait. 
b. Jenis pembiayaan objek pengawasan yang dilakukan harus meliputi 
semua jenis pembiayaan untuk memastikan bahwa produk tersebut telah 
sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. 
c. Pihak terkait dan tidak terkait bank 
Pengawasan dilakukan kepada seluruh nasabah termasuk pihak terkait 
dengan bank.Khusus pihak terkait dengan bank dan nasabah besar, 
pengawasan dilakukan secara intensif. 
3. Fungsi Pengawasan Pembiayaan 
Cakupan fungsi pengawasan pembiayaan sekurang-kurangnya meliputi 
hal-hal sebagai berikut:
63
 
a. Monitoring pembiayaan 
Mengawasi pemberian pembiayaan telah memenuhi prinsip kehati-
hatian dan perinsip syariah 
b. Pengawasan penilaian kolektibilitas 
Mengawasi penilaian kolektibilitas telah sesuai dengan ketentuan yang 
diatur oleh bank Indonesia. 
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 c. Pembianaan kepada nasabah peyaluran dana 
Bank melakukan pembinaan kepada nasabahnya antara lain melalui 
kunjungan kepada nasabah, memberikan pembinaan dalam hal 
administrasi dan manajemen agar kualitas pembiayaannya tetap baik. 
Untuk nasabah yang berpotensi bermasalah bank harus memberikan 
peringatan. 
d. Memantau pengadministrasian dokumen pembiayaan agar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
e. Memantau kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 
(PPAP) 
f. Memastikan bank telah melakukan PPAP sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Pengawasan kredit berfungsi mengetahui secara dini penyimpangan 
yang terjadi atas pemberian kredit ke debitur (nasabah peminjam).Dengan 
adanya pengawasan, bank dapat segera mengambil langkah-langkah yang 
tepat dan cepat untuk melakukan perbaikan.Pengenalan atas penyimpangan 
secara dini tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan 
timbulnya masalah kredit.Selain agar segera diambil tindakan preventif 
untuk mencegah masalah, pengawasan digunakan juga untuk mendapatkan 
informasi lainnya mengenai kondisi kredit tertentu.
64
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 4. Tujuan Pengawasan pembiayaan 
Pembiayaan merupakan faktor dominan dalam struktur aset suatu 
neraca, bahkan sampai saat ini merupakan sumber utama pendapatan.Oleh 
karena itu, seharusnya setiap tahap dalam pemberian pembiayaan mendapat 
perhatian, agar tujuan dan sasaran pembiayaan tercapai.Tujuan dan sasaran 
pembiayaan dapat dicapai bila dapat diupayakan tercipta pembiayaan yang 
sehat.Dalam pengertian pengawasan pembiayaan yang diuraikan, secara 
jelas tujuannya adalah sebagai penjaga dan pengaman dalam pengelola 
tahap-tahap pemberian pembiayaan. Bila diperinci, maka tujuan 
monitoring
65
 dan pengawasan pembiayaan dapat berupa: 
1. Sistem/prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar financial 
operating yang dapat dilaksanakan semaksimum mungkin 
2. Penjagaan dan pengamanan pembiayaan sebgai kekayaan harus 
dikelola dengan baik, agar tidak timbul resiko yang diakibatkan oleh 
penyimpangan-penyimpangan (deviasi), baik oleh debitur maupun oleh 
intern perusahaan. 
3. Administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, 
kelengkapan, keaslian, dam akurasinya dapat menjadi informasi bagi 
setiap lini menejemen yagn terlibat dalam pembiayaan. 
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 4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian 
pembiayaan sehingga perencanaan dapt dilaksanakan dengan baik. 
5. Pembinaan portofolio, baik secara individual maupun keseluruhan 
dapat dilakukan sehingga mempunyai kualitas aktiva yang produktif 
dan mendukung menjadi bank yang sehat 
Tujuan monitoring dan pengawsaan pembiayaan tersebut, bila 
diperhatikan dengan teliti satu persatu, ada saling keterkaitan sehingga 
mempermudah untuk mengetahui terjadinya penyimpangan-yang menjadi 
penyebab timbulnya resiko dan pembiayaan yang merugi. 
5. Jenis-jenis pengawasan  
Maksud melakukan monitoring adalah mengetahui secara dini 
penyimpangan (deviasi) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga 
dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya, 
karena menyangkut masalah biaya dan efisiensi pembiayaan itu sendiri. 
Agar mudah memilih mana yang sesuai dengan kondisi pembiayaan saat itu, 
maka monitoring ini diklasifikasikan tiga jenis:
66
 
a. On desk monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif 
menggunakan prinsip 5C yaitu:  
1. Character (watak/akhlak) 
Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan 
sedangkan yang mendasari kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari 
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 pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-
sifat pribadi yang positif dan kooperatif.Disamping itu costumer juga 
memiliki rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai 
manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat maupun dalam 
menjalankan kegiatan usahanya. 
Prinsip character ini ditekankan dalam Al-Qur’an yakni Al-
Anfal ayat 27 yaitu: 
                   
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang 
kamu mengetahui”.67 
 
Analisis ini digunakan untuk memberi keyakinan bahwa sifat 
atau watak seorang nasabah dapat dipercaya atau tidak.Hal ini 
tercermin dari latarbelakang pekerjaan maupun sifat pribadi, masa 
lalu nasabah melaluipengamatan, pengalaman, riwayat hidup, sosial 
standing maupun wawancara dengan nasabah.Ini semua merupakan 
ukuran “kemauan” membayar. 
2. Capital (modal) 
Capital adalah jumlah atau modal sendiri yang dimiliki oleh 
calon mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam menjalankan 
usaha nya, semakin tinggi kesungguhan calon mudharib 
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 menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin 
memberikan pembiayaan. Modal sendiri juga akan menjadi bahan 
pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggungjaawab 
mudharib dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung 
risiko terhadap gagalnya usaha.  
Prinsip ini diterapkan sejalan dengan printah Allah tentang 
permodalan dalam usaha tercantum dalam Q.S Az-Zumar ayat 39: 
               
“Katakanlah (Muhamad) : „hai, kaumku!, bekerjalah sesuai dengan 
keadaanmu, sesungguhnya Aku akan bekerja (pula). Maka kelak 
kamu akan mengeahui”68 
 
Calon nasabah harus dianalisis mengenai besar dan struktur 
modalnya yang terlihat dari neraca lajur calon nasabah. Hasil analisis 
neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau 
tidaknya perusahaan tersebut.  
3. Capacity (kemampuan) 
Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib 
dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang 
diharapkan.Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau 
mengukur sampai sejauh mana calon usharib melunasi utang-
utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. 
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 Analisis ini dilakukan untuk melihat kemampuan nasabah 
dalam membayar, kemampuan ini penting untuk dinilai agar Bank 
Syariah tidak mengalami kerugian.Prinsip capacity sebagaimana 
tercantum dalam Q.S Al-Baqarah: 280  
                   
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran. Maka 
berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua hutang ) itu lebih baik bagimu. Jika kamu 
mengetahui”69 
 
4. Collateral (jaminan) 
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada 
bank syariah dalam rangka pembiayaan yang diajukan.Collateral 
harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban 
financial mudharib kepada bank.Penilaian terhadap agunan ini 
meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status 
hukumnya.Jaminan ini digunakan jika terjadi pembiayaan 
macet.Landasan dari prinsip ini diterapkan karena diperbolehkan 
dalam islam berdasarkan Q.S Al-Baqarah :283 
                           
                            
  
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 “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain. Maka hendaklah maka yang dipercayai itu memenunaikan 
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para aksi)menyembunyikan 
persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya. Maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”70 
 
5. Conditionof economy (kondisi usaha) 
Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saaat ini, 
apakah layak nantinya untuk membayar. Misalnya, kondisi produksi 
tanaman tertentu sedang membludak pasaran (jenuh), maka untuk 
sektor ini sebaiknya dikurangi.Kondisi lainnya yang harus 
diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi 
keamanan dan konsisi sosial masyarakat.
71
 
Sedangkan pemantauan yang dilakukan secara administratif 
diantaranya: 
1. Verifikasi dokumen pembiayaan nasabah, dalam hal ada atau 
tidaknya penundaan atas pemenuhan persyaratan.  
2. Penelitian dan verifikasi atas kekurangan yang ditemukan.  
3. Identifikasi terhadap masalah-masalah potensial dalam pengadaan 
kas.  
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 4. Deteksi terhadap kecenderungan memburuknya kondisi keuangan 
nasabah.  
5. Penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban 
keuangannya.
72
 
b. On site monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke 
lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus 
tertentu untuk membuktikan pelaksanan kebijakan pembiayaan, atau 
secara menyeluruh apakah dari deviasi yang terjadi atas terms of lending 
yang disepakatiseperti yang dilakukan melalui:  
1. Kunjungan lokasi fisik, untuk melihat kondisi di lapangan yang 
meliputi aspek usaha, jaminan kemajuan proyek, mendeteksi 
permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya, menilai 
kemampuan manajemen nasabah, dan hal-hal lain yang diperlukan 
untuk di cek secara fisik. 
2. Trade Checking, untuk melihat kondisi usaha nasabah pembiayaan 
dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari supplier, 
distributor, pesaing, asosiasi industri, atau partner bisnis lainnya.  
3. Credit Checking, untuk memantau pembiayaan dengan memanfaatkan 
informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang piutang, baik untuk 
fasilitas yang diberikan oleh bank bersangkutan maupun bank lain.
73
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 c. Exception monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan 
tekanan kepada hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan terms of lending, 
dikurangi intensitasnya.
74
 
6. Mekanisme pengawasan pembiayaan 75 
1. Tahap perencanaan pembiayaan 
Pada tahap perencanaan pembiayaan kegiatan pengawasan diperinci atas: 
i. Penelitian terhadap permohonan pembiayaan nasabah 
ii. Penelitian mengenai informasi khusus yang menyangkut calon 
nasabah yang penting dilakukan  
a) Informasi yang menyangkut aspek yuridis calon nasabah 
b) Informasi/ data keuangan dan usaha nasabah 
iii. Penelitian terhadap analisis pembiayaan yang dilakukan AO 
Melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dari 
calon nasabah dan pihak lain. berdasarkan data dan hasil kunjungan 
permohonan penyaluran dana, AO melakukan analisis aspek 5C+S 
yakni character, capital, capacity, condition, ccolleteral, dan 
syariah..
76
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 Selain analisis 5C+S tersebut terdapat beberapa analisis aspek yang 
dilakukan AO diantaranya adalah: 
a) Analisis aspek yuridis 
Dalam analisis ini, aspek yuridis memiliki kedudukan strategis dan 
menentukan diantara aspek-aspek lainnya. Meskipun aspek lainnya 
cukup feasible, jika secara yuridis tidak sah atau terdapat cacat 
yuridis maka semua ikatan perjanjian pembiayaan dengan nsabah 
batal demi hukum atau dibatalkan atau tidak mengikat perusahaan 
atau badan usaha yang diharapkan, tetapi hanya mengikat subjek 
yang menandatangani perjanjian pembiayaan, dan akhirnya akan 
terjadi kesulitan dalam penyelesaian kembali pembiayaan yang 
telah diberikan dikemudian hari. 
b) Analisis aspek pemasaran 
Kemampuan menghasilkan suatu barang atau jasa, bagaimanapun 
baiknya barang atau jasa yang diproduksi akan berarti jika 
diimbangi dengan kemampuasn memasarkan, terlebih lagi dalam 
situasi perekonomian yang kompetitif, dimana keberhasilan 
didalam memasarkan ditentukan jika strategi yang ditempuh 
berorientasi kepada selera konsumen.
77
 
c) Aspek menejemen 
Sasaran analisis aspek menejemen adalah: 
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 1) Reputasi menejemen proyek yang akan dibiayai pembiayaan 
mencangkup karakter dan kualitas yang bersangkutan 
2) Organisasi perusahaan 
3) Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka 
pencapaian perusahaan 
4) Lakukan penilaian terhadap pengamanan yang bersifat fisik, 
seperti pengamanan gudang material, peralatan kerja yang 
mudah dipindahkan, dan lain-lain. 
d) Analisis aspek teknis 
Tujuan analisis aspek tekhnis adalah menilai rencana kerja 
teknis nasabah. Pengawasan ini dititikberatkan pada penilaian 
lokasi usaha, sumber daya manusi, kapasitas dan mesin-mesin 
yang digunakan, proses produksi, fasilitas pemeliharaan, dan 
layout. 
e) Analisis aspek keuangan 
Tujuan pengawasan analisis aspek keuangan adalah untuk 
mengetahui struktur permodalan debitur, kebutuhan modal yang 
diperlukan, prospek kauangan, dan lain-lain 
f) Analisis aspek jaminan 
Pengawasan terhadap analisi mengenai aspek jaminan 
bertujuan untuk memastikan apakah suatu jaminan yang 
 diserahkan atas permohonan pembiayaan memnuhi persyaratan 
syarat-syarat sebagai jaminan pembiayaan. 
g) Analisis aspek sosial ekonomi 
Tujuan dari pengawasan analisis aspek sosial ekonomi 
adalah menilai proyek/objek yang dibiayai tersebut apakah 
memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat.
78
 
b. Tahap pelaksanaan pembiayaan 
Pada tahap pelaksanan pembiayaan, pengawasan  tetap harus 
dilakukan dengan intensif, karena menurut pengalaman ketika usaha 
nasabah diberikan pembiayaaan sampai dengan tahap-tahap awal 
perolehnya fasilitas pembiayaan, usaha nasabah dan pemenuhan 
kewajiban-kewajiban berjalan lancer dan baik. 
Akan tetapi karena kurangnya pengawasan, fasilitas pembiayaan 
yang diberikan cenderung mengalami kesulitan, baik dalam pembayaran 
angsuran yang telah jatuh tempo maupun pembayaran kewajiban lainnya. 
c. Tahap evaluasi pembiayaan 
Pengawasan pembiayaan yang dilakukan pada tahap evaluasi 
pembiayaan untuk membandingkan antara tahap perencanaan dan tahap 
pelaksanaan pembiayaan tentang efektivitas pencapaian hasil. 
Tujuan pengawasan pada tahap evaluasi pembiayaan tersebut adalah: 
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 1) Mengidentifikasi permasalahan terhadap fasilitas pembiayaan 
sedini mungkin 
2) Mengevaluasi dan menetapkan tingkat risiko atas fasilitas 
pembiyaan 
3) Menetapkan langkah-langkah awal yang efektif dan efisien agar 
permasalahan yang ada tidak menjadi bertambah parah dan 
diupayakan menjadi lebih baik.
79
 
7. Tekhnik Pengawasan pembiayaan 
1. Monitoring pembiayaan, praktiknya tidak ada satu sistem pun yang 
dapat memberikan keterangan lengkap yang dibutuhkan secara 
otomatis. Oleh karena itu, informasi tersebut harus dicari dan 
dikumpulkan. Informasi yang diperlukan tersebut terdiri dari eksternal 
information dan internal information ( data intern kantor cabang) 
2. Control by exception (pengawasan terhadap hal-hal yang menyimpang), 
untuk mengetahui hal-hal apasaja yang dapat dikategorikan exception, 
harus dilakukan analisis yang kritis atas objek pengawasan untuk 
menilai hal-hal mana yang telah baik, dan hal mana yang perlu 
mendapat perbaikan, melalui SWOT analysis. 
3. Verban control (pemeriksaan atas hal-hal yang saling berhubungan), 
dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada suatu situasi dan 
kondisi tertentu saling pula perlu dilakukan tersamar untuk 
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 menghindari kerugian dari pihak/objek yang diawasi. Hal ini dilakukan 
apabila dirasakan adanya suatu yang mencurigakan terhadap suatu 
informasi. Untuk menguji kebenaran informasi yang mencurigakan 
tersebut diperlukan informasi lain yang mempunyai hubungan erat, 
oleh karena itu pendekatan/teknik verban controlakan sanmgan 
membantu untuk memecahkan persoalan yang ada. 
4. Budgetery control, teknik ini dapat berupa analisi variance, yaitu 
dengan membandingkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam 
anggaran dengan realisasinya sehingga semua kegiatan pembiayaan 
yang telah dirumuskan anggaranya perlu dianalisis kemudian diambil 
rata-rata nya, baik dalam weighted average maupun unweighted 
average, dan kemudian mana yang akan dipilih tergantung dari 
ketelitian yang diharapkan. 
5. Inspeksi on the spot, pengawasan fisik adalah pengawasan yang 
dilakukan dengan mengadakan pemerikasaan langsung ditempat 
perusahaan/kegiatan usaha nasabah.
80
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 F. Pembiayaan Bermasalah 
1. Pengertian Pembiayaan bermasalah 
Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan 
yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran 
angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. 
Pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah 
adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi 
persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak 
menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan 
bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, 
sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.81 
Dari segi produktivitasnya, pembiayaan bermasalah yang dalam 
kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah 
berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.Bahkan 
dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya 
percadangan, yaitu PPAD (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) 
sedangkan dari segi nasional, mengurangi konstribusinya terhadap 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
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 2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 
Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-
kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah.Penyebab kesulitan keuangan 
perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor 
eksternal. 
1. Faktor internal 
Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri dan 
faktor utama yang paling dominan adalah manajerialnya
83
, diantaranya: 
1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah 
2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah 
3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan 
side streaming). 
4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha 
nasabah. 
5) Proyeksi penjualan terlalu optimis 
6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaaan bisnis dan 
kurang memperhitungkan aspek aspek kompetitor. 
7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable 
8) Lemahnya supervise dan monitoring 
9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbale balik 
antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan 
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 proses pemberian pembiyaaan tidak didasarkan pada praktik 
perbankan yang sehat.
84
 
2. Faktor eksternal 
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan 
manajemen perusahaan
85
, diantaranya: 
1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan 
informasi dan laporan tentang kegiatannya) 
2) Melakukan side streaming penggunaan dana. 
3) Kemampuan pengolahan nasabah tidak memadai sehingga kalah 
dalam persaingan usaha. 
4) Usaha yang dijalankan relative baru 
5) Bidang usaha nasabah telah jenuh 
6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis 
7) Meninggalnya key person. 
8) Perselisihan antar direksi 
9) Terjadinya bencana alam 
10) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sector 
ekonomi atau industry dapat berdampak positif maupun negative 
bagi perusahaan yang berkaitan dengan industry tersebut.
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3. Prosedur penanganan pembiayaan bermasalah 
Strategi sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, 
yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetitif yang 
diharapkan. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis 
yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya langkah-
langkah yang dilakukan di Bank Syariah dalam usaha mengatasi 
permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah yang masih memiliki 
prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok 
dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar nasabah dapat memenuhi 
kewajibannya. 
Langkah awal bank syariah untuk menghindari pembiayaan bermasalah 
adalah bersifat preventif (pencegahan), yaitu menganalisa nasabah, 
diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan 
yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. 
Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa 
pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang 
telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. 
Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah 
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 mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank 
syariah.Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi 
oleh nasabah sehingga jika nasabh tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, 
seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan nasabah telah 
melakukan wanprestasi.
87
 
Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya 
untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011  
tentang perubahan atas pbi No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi 
pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah maka bank syariah 
yaitu:
88
 
1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu nasabah diberikan 
perpanjangan waktu jatuh tempo dalam pelunasan pembiayaan yang 
diberikan oleh bank.
89
 
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 
seluruh persyaratan pembiyaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban 
nasbah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi, 
pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, 
perubahan jangka waktu dan pemberian potongan. 
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 3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 
pembiayaan antara lain meliputi: 
a. Penambahan dana fasilitas pembiayan bank 
b. Konversi akad pembiayaan 
c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 
waktu 
d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 
perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau 
reconditioning. 
Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap 
nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1) Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau 
kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan 
kewajibannya 
2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 
kewajiban setelah restrukturisasi 
4. Penyitaan jaminan, yaitu penjualan batang-barang yang dijadikan 
jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Hal ini dilkakukan 
 apabila nasabah sudah benar-benar tidak mmapu lagi membayar 
hutangnya.
90
 
 
G. Kerangka Pemikiran 
Kerangka berfikir adalah konseptual mengenai bagaimana satu teori 
berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasikan penting 
terhadap masalah penelitian.Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus 
menguraikan konsep atau variable penelitiannya secara lebih terperinci. 
BRI Syariah memiliki beberpa produk pembiayaan, dimana 
pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan 
murabahah.Dalam masa pembiayaan sering terjadi adanya penyimpangan 
dalam hal pembayaran, kondisi ini disebut dengan pembiayaan bermasalah, 
dimana terdapat banyak faktor yang bisa menyebabkan nasabah macet dalam 
pembayarannya. Keadaan tersebut membuat bank melakukan pengendalian 
internal yaitu dengan melakukan pengawasan baik sebelum pembiayaan 
maupun sesudahnya terhadap pembiayaan yang ada untuk mengantisipasi 
resiko yang akan terjadi. 
Berikut ini adalah kerangka yang penulis gambarkan untuk 
mempermudah dalam memahami tujuan penelitian ini. Adapun kerangka 
pemikiran sebagai berikut: 
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Kerangka Pemikiran 
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PENYAJIAN DATA PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah berdirinya bank BRI Syariah 
Sejarah singkat dan perkembangan berawal dari akuisisi PT Bank BRI 
terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan 
izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 
10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI 
Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara 
konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan 
prinsip syariah islam. 
Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan 
sebuah bank retail modern terkemuka dengan layanan financial sesuai 
kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 
bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellent) 
dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan 
syariah.
91
 
Kehadiran PT Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan 
nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo 
perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarkat 
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 terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah yang mampu 
melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang 
digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang 
merah dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia. 
Aktivitas PT Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 
desember 2008 ditandatangani akta pemisah Unit Usaha Syariah PT Bank 
Rakyat Indonesia, untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses 
spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2009. Penandatanganan 
dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank BRI 
Syariah. Saat ini PT Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 
berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi 
aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus 
pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah menargetkan menjadi 
retail modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan 
perbankan. 
Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah merintis sinergi 
dengan PT Bank Rakyat Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT 
Bank Rakyat Indonesia, sebagai kantor layanan syariah dalam 
mengembangkan bisinis yang berfokus kepada kegiatan penghimpuanna 
dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah. 
92
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 Dalam mengembangkan bisnis, PT Bank BRI Syariahmembuka kantor 
cabang di Lampung pada tahun 2005 masih menjadi Unit Usaha Syariah 
yang berlokasi di JL Kartini dan pada tahun 2010 pindah lokasi di JL 
Jendral Soedirman No. 21 Enggal Bandar Lampung dan menambah kantor 
cabang pembantu di Metro, Pringsewu, Bandar Jaya dan Sribawono 
kemudian pada tahun 2013 menambah kantor cabang pembantu Natar dan 
Tulang Bawang.
93
 
2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah 94 
a. Visi  
Menjadi bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan-
financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 
kehidupan lebih bermakna. 
b. Misi 
1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 
kebutuhan financial nasabah. 
2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 
3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun 
dan dimanapun 
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 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 
dan menghadirkan ketentraman pikiran. 
 
3. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Metro 
Dalam sebuah organisasi dibutuhkan orang-orang yang mampu 
melaksanakan tugas dan wewenang badan usahanya, dan agar lebih jelas 
dalam melakukan tujuannya maka dibutuhkan sebuah struktur organisaasi 
dalam suatu lembaga tersebut. Adapun struktur organisasi Bank BRI 
Syariah KCP Metro terlampir:
95
 
 
4. Produk-Produk Bank BRI Syariah 
a. Produk pendanaan96 
1) Tabungan BRI Syariah iB 
Merupakan tabungan dai BRI Syaraiah bagi nasbah perorangan 
yang menggunakan prinsip titipan, yang menginginkan kemudian 
dalam transaksi keuangan sehari-hari. 
2) Tabungan Impian BRI Syariah iB 
Adalah tabungan berjangka dai BRI Syariah dengan perinsip 
bagi hasil yang dirancang untuk mewujudukan impian dengan 
terencana serta pengolahan dana sesuai syariah dilindungi asuransi. 
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 3) Tabungan Haji BRI Syariah iB 
Merupakan tabungan bagi calon haji yang bertujuan memenuhi 
kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi 
hasil 
4) Giro BRI Syariah iB 
Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan 
pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi‟ah yad-
damanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
Cek atau Biyet Giro 
5) Deposito BRI Syariah iB 
Merupakan produk investasi berjangka kepada deposan dalam 
mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola 
dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir 
akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO 
(automatic roll over) dan Bilyet Deposito 
b. Produk penyaluran97 
1) Pembiayaan pengurusan ibadah haji BRI Syariah iB 
Merupakan layanan pinjaman (qard) untuk memperoleh nomor 
porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan 
dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya. 
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 2) Gadai BRI Syariah iB 
Untuk emmeberikan solusi memperoleh dana tunai untuk 
emmenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan 
modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah. 
3) Kredit kendaraan bermotor/KKB BRI Syariah iB 
Merupakan produk jual beli yang menggunakan sistem 
murabahah, dengan qard jual beli barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan 
anasabh sebagai harga jual (fixed margin). 
4) Kredit Kepemilikan Rumah/KPR BRI Syariah iB 
Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan 
untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian 
dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) diamana akad 
jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga perolehan 
ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan 
pembeli. 
5) Pembiayaan modal kerja revolving/PMKR BRI Syariah iB 
Merupakan pembiayaan modal kerja yang dipergunakan untuk 
memenuhi kebutuhan jangka pendek suatu perusahaan dengan 
plafon yang bersifat revolving 
 
6) Linkage BRI Syariah iB 
 Merupakan produk pembiayaan keuangan ytang ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan non bank dan BPRS 
7) EmBP BRI Syariah iB 
Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/pegawai khususnya 
karyawan dari perusahaan swasta/instansi pemerintah yang bekerja 
sama dengan PT Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan 
karyawan (EmBP), produk ini dipergunakan untuk berbagai 
keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas 
karyawan kesejahteraan/pegawai (EmBP) 
8) Pembiayaan Mikro 
Merupakan pembiayaan PT BRI Syariah iB usaha kecil dengan 
proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai dengan 
Rp 500.000.000 bonus cashback tiap 6 bulan dengan syarat dan 
ketentuan berlaku. 
c. Produk jasa98 
1) Remittance BRI Syariah  
Kemudahan melakukan pengiriman uang tunai dengan fasilitas 
transfer tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat 
menerima kiriman uang dan cukup menggunakan telepon seluler 
 
2) Internet Banking 
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 Berdasarkan konsep layanan BRI Syariah yang memberikan 
kemudahan kepada nasbah untuk bertransfer dari mana saja dan 
kapan saja sesuai dengan kebutuhan nasabah, PT BRI Syariah juga 
hadirkan sebuah kemudahan, kenyamanan serta keamanan skses 
perbankan tanpa batas melalui Internet Banking. 
3) Call BRI Syariah  
Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi 
nasabah untuk menghubungi PT Bank BRI Syariah melalui telepon. 
Dari beberapa produk diatas, bahwasannya PT Bank BRI Syariah 
Kantor Cabang Pembantu Metro lebih memasarkan produk pembiayaan 
mikro, hal ini karena produk pembiayaan mikro lebih membantu arus kas 
lebih banyak, sehingga PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 
Metro terus berusaha memperbesar kuantitas nasabah. 
 
B. Analisis Hasil Wawancara 
1. Pengawasan Pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Metro 
a. Pengawasan Pembiayaan Murabahah sebelum pemberian pembiayaan 
di BRI Syariah KCP Metro Lampung 
Pengawasan yang dilakukan sebelum pembiayaan dicairkan 
adalah pengawasan pada tahap pemberian pembiayaan, disebut juga 
sebagai pengawasan preventif, merupakan pengawasan yang dilakukan 
pihak bank sebelum adanya persetujuan pemberian pembiayaan kepada 
 calon nasabah dilaksanakan sebagai wujud dari keyakinan pihak bank 
atas calon nasabah.
99
 Menurut Tahta selaku AO mengatakan bahwa 
pemeriksaan awal dengan melakukan analisis pembiayaan yang 
dijabarkan dengan melakukan analisa terhadap prinsip 5C sebagai 
langkah awal dalam melakukan pengenalan terhadap calon nasabah
100
. 
Bank melakukan analisis 5C yaitu: 
1) Character atau watak (calon) nasabah, mengerti karakter calon 
nasabah adalah hal yang sangat penting dalam proses pembiayaan. 
BRI Syariah KCP Metro menilai karakter calon nasabah dengan 
melakukan BI Cheking dan Trade Cheking. 
2) Capital atau modal (calon) nasabah, Capital merupakan kondisi 
kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh nasabah. 
Kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban 
untuk menyediakan self financial, yang sebaiknya jumlahnya lebih 
besar dari pembiayaan yang diminta kepada bank.  
3) Capacity atau kemampuan (calon ) nasabah, Capacity yaitu 
kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh 
laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan 
yang diterima. BRI Syariah KCP Metro untuk penilaian capacity ini 
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 bisa dilihat dari omset (pendapatan kotor nasabah) yang dihitung 
selama 28 hari kemudian dikurangi dengan beban-beban lain yang 
kemudian menghasilkan pendapatan bersih. Apabila pendapatan 
bersih melebihi 50% dari angsuran maka dapat dipastikan nasabah 
memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. 
4) Condition of ekonomic atau kondisi ekonomi (calon) nasabah, 
merupakan kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi 
sosial dan ekonomi. BRI Syariah menilai kondisi ekonomi 
nasabahnya dengan melihat bagaimana usaha yang mereka lakukan 
bagaimana daya beli masyarakatnya, bagaimana bentuk 
persaingannya. Hal tersebut yang akan menjadi penilaian bank 
dalam mengaalsis kondisi ekonomi calon nasabah untuk kedepannya 
agar tidak terjadi kemcetan dalam pembayaran. 
5) Colateral atau agunan (calon) nasabah, yaitu aset atau benda yang 
diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pebiayaan yang 
diterimanya. Collateral merupakan jaminan dari pembiayaan. Di 
BRI Syariah KCP Metro jaminan dibagi menjadi dua: 
a) Jaminan bergerak misalnya, kendaran seperti motor, mobil dan 
lain-lain. 
b) Jaminan tidak bergerak seperti sertifikat tanah, dan lain-lain. 
Menurut Hadi Susilo selaku pimpinan BRI Syariah KCP Metro 
mengatakan bahwa dalam pengawasan ada beberapa kendala yang 
 dihadapi bank dan ini beberapa kali terjadi sebelum pemberian 
pembiayaan yaitu ada pada analisis character nasabah, karena terkadang 
pihak bank kurang teliti, kurang paham dalam membedakan karakter 
calon nasabah yang baik dan yang kurang baik.
101
 
b. Pengawasan Pembiayaan Murabahah setelah pemberian pembiayaan di 
BRI Syariah KCP Metro Lampung 
Pengawasan ini dilakukan setelah pembiayaan dicairkan guna 
mengikuti perkembangan pembiayaan maupun usaha nasabah. Bentuk 
pengawasan pembiayaan yang dilakukan di BRI Syariah KCP Metro 
adalah sebagai berikut: 
1) Kunjungan lokasi fisik 
Kunjungan lokasi fisik yang dilakukan BRI Syariah KCP Metro 
yaitu dengan melakukan maintenance dan Laporan Kunjungan 
Nasabah. Bentuk maintenance yang dilakukan oleh bank adalah 
datang secara langsung ketempat nasabah ataupun menghubungi 
lewat sms atau telfon. AO BRI Syariah KCP Metro melakukan 
kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah untuk mengambil 
angsuran ataupun sekedar silaturahmi. kegiatan ini dilakukan 
minimal 1 bulan sekali. Dari kunjungan kunjungan tersebut 
dituangkan dalam sebuah Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), 
dimana laporan tersebut berisi identitas nasabah, tujuan kunjungan 
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 serta hasil dari kunjungan apakah usaha nasabah dapat berkembang 
atau tidak.
102
 
2) Trade checking 
BRI Syariah KCP Metro tidak hanya melakukan kunjungan atau 
survei ditempat nasabah. Tetapi pihak bank juga melakukan 
kunjungan ke lingkungan nasabah, tetangga atau rekan bisnis 
nasabah untuk memantau kondisi usaha yang dijalankan oleh 
nasabah tersebut. 
3) Credit checking 
BRI Syariah KCP Metro melakuka memantauan pembiayaan dengan 
memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang 
piutang. Hal ini dapat dilihat dari kelancaran nasabah melakukan 
pembayaran, apakah ada penunggakan dalam pembayaran atau 
tidak..
103
 
Menurut Hadi Susilo selaku pimpinan BRI Syariah KCP Metro 
mengatakan bahwa dalam pengawasan ada beberapa kendala yang dihadapi 
bank setelah pemberian pembiayaan yaitu kendala banyak dihadapi ketika 
bank melakukan kunjungan lokasi fisik nasabah yaitu jauhnya lokasi 
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 nasabah, jalan transport yang sulit dijangkau, dan ketidakkoperatifan 
nasabah ke pihak bank.
104
 
 
2. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP 
Metro 
Ada berbagai macam faktor penyebab dapat menyebabkan 
pembiayaan bermasalah, hal ini dapat dilihat dari faktor internal dan faktor 
eksternal: 
a. Faktor internal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah 
diantaranya: 
1) Kegagalan pihak bank dalam menganalisis kelayakan nasabah 
sebelum pembiayaan. 
2) Kurang optimalnya kontrol dari pihak bank 
b. Faktor ekcternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah 
diantaranya: 
1) Karakter nasabah yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan 
informasi dan laporan tentang kegiatannya. 
2) Keadaan alam yang tidak sesuai, seperti musim kemarau yang 
berkepanjangan yang menyebabkan para petani akhirnya mengalami 
gagal panen, hal ini menyebabkan nasabah terhambat untuk 
membayar suatu pembiayaan 
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 3) Melakukan Side streaming,  nasabah melakukan penyalahgunaan 
dana dimana dana yang seharusnya digunakan untuk modal kerja 
tetapi digunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak 
menghasilkan pendapatan. 
4) Usaha nasabah mengalami titik jenuh dimana omset pasar semakin 
hari semakin menurun, karena tidak ada inovasi inovasi dalam usaha 
mereka.
105
 
 
3. Cara mengatasi pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro 
Setiap bank mempunyai caranya masing-masing dalam penyelesaian 
permasalah di perusahaan. Apabila BRI Syariah KCP Metro telah 
mendapati nasabah yang mengalami angsuran macet, hal yang dilakukan 
bank adalah mencari solusi agar BRI Syariah KCP Metro tetap berjalan dari 
segi angsuran nasabahnya akan tetapi nasabah juga tidak mengalami 
kebangkrutan yang lebih. Komunikasi adalah hal vital yang harus dilakukan 
oleh pihak bank kepada nasabah macet tersebut, komunikasi yang baik, akan 
memberikan solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Apabila nasabah tidak 
menjalin komunikasi yang baik, misalnya menghilang dan tidak ada kabar, 
maka nasabah tersebut tidak memiliki itikad baik dan tidak bisa ditolong 
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 oleh bank, bank pun berhak menjual jaminan nasabah sesuai perjanjian ke 
badan pelelangan untuk mengembalikan utang nasabah.
106
 
Adapun cara untuk untuk penyelamatan dan penyelesaian nasabah 
pembiayaan bermasalah yang masih memiliki itikad baik untuk 
menyelesaikannya yaitu: 
1) Peringatan melalui surat teguran, nasabah diberi surat peringatan SP1, 
SP2, dan SP3 
2) Restrukturisasi, ketika usaha nasabah masih dapat berjalan walaupun 
menurun. Bank melakukan penjadwalan kembali jangka waktu angsuran 
serta memperkecil jumlah angsurannya. 
3) Penyelesaian melalui jaminan, penjualan jaminan melalui sukarela atau 
dari pihak bank langsung
107
 
 
4. Kendala Bank Sebelum dan Setelah Pemberian Pembiayaan 
Murabahah 
Kendala yang dihadapi BRI Syariah KCP Metro ini ada pada nasabahnya 
diantaranya yaitu: 
a. Kendala sebelum pemberian pembiayaan 
Kendala bank sebelum pembiayaan menurut Hadi Susilo selaku 
pimpinan bank mengatakan bahwa cukup banyak kendala yang memicu 
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 adanya keterlambatan pembayaran diantaranya adalah sikap nasabah 
yang cuek terhadap apa yang disampaikan oleh sales officer yang 
memberikan informasi tentang pembiayaan yang ada pada bank. Yang 
kedua, Jarak nasabah yang memiliki minat untuk melakukan 
pembiayaan namun terlalu jauh dari bank tersebut. Ketiga, adanya 
margin yang tidak sesuai dengan kemauan nasabah. Keempat, sulitnya 
nasabah melengkapi data-data nasabah sebelum dilakukannya 
pembiayaan. Dan yang kelima BI-Checking bermasalah.
108
 
b. Kendala setelah pemberian pembiayaan 
Kendala semasa pembiayaan ini ada pada nasabah yang telat 
dalam membayar angsurannya, menurut Faruk selaku Unit Head dia 
mengatakan bahwa beberapa diantaranya beralasan karena usaha yang 
dijalankan menurun, terjadinya penipuan, pasar sepi serta sudah berada 
dalam titik jenuh usaha sehingga barang yang dijual sudah tidak laku 
dipasar.
109
 Hal hal tersebut sangat memperngaruhi nasabah telat dalam 
membayar angsurannya yang akhirnya membuat nasabah macet dalam 
pembayarannya. 
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 BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Pengawasan Pembiayaan Murabahah dalam Meminimalisir 
Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KCP Metro Lampung 
1. Pengawasan sebelum pembiayaan dicairkan 
Pengawasan yang dilakukan sebelum pembiayaan dicairkan adalah 
pengawasan pada tahap pemberian pembiayaan, bisa disebut juga sebagai 
pengawasan preventif (pencegahan) merupakan suatu langkah awal bank 
syariah untuk menghindari pembiayaan bermasalah, yaitu dengan 
menganalisa nasabah agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa 
pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Pada 
dasarnya bank syariah memerhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan 
dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Pengawasan preventif ini 
termasuk dalam jenis pengawasan On desk Monitoring, yaitu pemantauan 
pembiayaan secara administratif menggunakan prinsip 5C yaitu; pertama 
character, analisis ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun sifat 
pribadi, masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, 
sosial standing maupun wawancara dengan nasabah. Ini semua merupakan 
ukuran “kemauan” membayar. Kedua capital,  pihak bank menganalisis besar 
modal calon nasabah, karena semakin besar modal sendiri dalam menjalankan 
usahanya, maka semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam 
 menjalankan usahanya. Ketiga capacity, kemampuan yang dimiliki calon 
nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang 
diharapkan. Keempat collateral, penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, 
lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Jaminan ini digunakan jika 
terjadi pembiayaan macet. kelima Condition of Economy, yakni menganalisis 
bagaimana keadaan ekonomi (usaha) calon nasabah apakah kondisi tersebut 
nantinya layak nantinya untuk membayar atau tidak.
110
 
Pengawasan pembiayaan murabahah yang dilakukan BRI Syariah 
KCP Metro sebelum pembiayaan dicairkan yakni melakukan pemeriksaan 
awal dengan melakukan analisis pembiayaan yang dijabarkan dengan 
melakukan analisa terhadap prinsip 5C sebagai langkah awal dalam 
melakukan pengenalan terhadap calon nasabah
111
. Bank melakukan analisis 
5C yaitu: 
6) Character atau watak (calon) nasabah,  
Penilaian karakter calon nasabah adalah hal yang sangat penting dalam 
proses pembiayaan. BRI Syariah KCP Metro menilai karakter calon 
nasabah dengan melakukan BI Cheking dan Trade Cheking. BI Cheking 
merupakan laporan historis dari Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit 
atau pinjaman kepada bank. Dari hasil BI Cheking dapat dilihat karakter 
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 nasabah apakah baik atau buruk. Untuk menilai nasabah itu baik atau 
buruk yaitu dengan cara wawancara, kunjungan ke rumah nasabah dan 
melihat BI Cheking apakah termasuk DHN (Daftar Hitam Nasional). 
Sedangkan Trade cheking yaitu dengan berkunjung ke lingkungan 
nasabah, tetangga atau rekan bisnis nasabah, apakah nasabah mempunyai 
karakter baik atau tidak di lingkungan.. 
Prinsip character ini ditekankan dalam Al-Qur’an yakni Al-Anfal ayat 
27 yaitu: 
                               
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui”.112 
 
Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita dilarang menghianati satu 
sama lain, hal ini berarti setiap nasabah dituntut untuk selalu bersikap 
jujur selama proses pembiayaan. Analisis karakter ini dilakukan oleh 
pihak BRI Syariah KCP Metro ketika akan melakukan pembiayaan agar 
terhindar dari nasabah yang melakukan side streaming. 
7) Capital atau modal (calon) nasabah,  
Capital merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang 
dikelola oleh nasabah. Prinsip ini diterapkan sejalan dengan printah Allah 
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 tentang permodalan dalam usaha tercantum dalam Q.S Az-Zumar ayat 
39: 
                        
“Katakanlah (Muhamad) : „hai, kaumku!, bekerjalah sesuai dengan 
keadaanmu, sesungguhnya Aku akan bekerja (pula). Maka kelak kamu 
akan mengeahui”113 
 
Ayat diatas menerangkan bahwa salah satu modal dari diri sendiri 
yaitu pekerjaan atau bekerja maka dari hal itu dapat menghasilkan 
penghasilan untuk menghidupi kebutuhannya dengan baik.  
“Modal sendiri akan menjadi bahan pertimbangan bank sebagai bukti 
kesungguhan dan tanggungjawab nasabah dalam menjalankan usahanya, 
karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha” kata Faruk 
selaku Unit Head.
114
 Dalam praktiknya BRI Syariah KCP Metro dalam 
kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk 
menyediakan self financial, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari 
pembiayaan yang diminta kepada bank. bentuk self financing ini tidak 
selalu harus berupa uang tunai, bisa saja dalam bentuk barang modal 
seperti tanah, bangunan dan mesin-mesin. Dalam menganalisis capital 
nasabah memang BRI Syariah selalu mempertimbangkan modal yang ada 
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 pada nasabah sebelum melakukan pencairan, dan modal nasabah selalu 
lebih besar daripada pembiayaan yang akan mereka berikan. 
8) Capacity atau kemampuan (calon ) nasabah,  
Capacity yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna 
memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan 
pembiayaan yang diterima. BRI Syariah KCP Metro untuk penilaian 
capacity ini bisa dilihat dari omset (pendapatan kotor nasabah) yang 
dihitung selama 28 hari kemudian dikurangi dengan beban-beban lain 
yang kemudian menghasilkan pendapatan bersih. Apabila pendapatan 
bersih melebihi 50% dari angsuran maka dapat dipastikan nasabah 
memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. BRI Syariah KCP 
Metro dalam melakukan analisis pembiayaan tentu melihat bagaiamana 
kemampuan calon nasabahnya. Sebagian besar calon nasabah memiliki 
kemampuan yang baik untuk membayar angsuran karena pendapatan 
mereka mencapai 50% dari angsuran. Karena jika dibawah 50% pihak 
bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya. Pihak 
BRI Syariah lebih menganalisis mendalam terhadap nasabah yang tidak 
mampu membayar. Sebagimana tercantum dalam Q.S Al-Baqarah: 280  
                          
      
 “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran. Maka berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua hutang ) itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui”115 
 
9) Condition of ekonomy atau kondisi ekonomi (calon) nasabah,  
Kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. 
BRI Syariah menilai kondisi ekonomi nasabahnya dengan melihat 
bagaimana usaha yang mereka lakukan bagaimana daya beli 
masyarakatnya, bagaimana bentuk persaingannya. Hal tersebut yang akan 
menjadi penilaian bank dalam mengaalsis kondisi ekonomi calon nasabah 
untuk kedepannya agar tidak terjadi kemacetan dalam pembayaran. 
Kondisi ekonomi menjadi penilaian yang tidak kalah penting dari 
penilaian yang lain karena jika kondisi ekonomi nasabah buruk, maka 
pihak bank pun tidak akan memberikan pembiayaan kepada calon 
nasabahnya.  
10) Collateral atau agunan (calon) nasabah,  
Aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap 
pembiayaan yang diterimanya. Collateral merupakan jaminan dari 
pembiayaan. Di BRI Syariah KCP Metro jaminan dibagi menjadi dua: 
a) Jaminan bergerak misalnya, kendaran seperti motor, mobil dan lain-
lain. 
b) Jaminan tidak bergerak seperti sertifikat tanah, dan lain-lain. 
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 Kriteria jaminan yang ditetapkan oleh pihak bank adalah memiliki 
nilai besar dari jumlah nilai fasilitas pembiayaan, milik asli calon nasabah, 
tidak dalam kondisi dijaminkan kepada orang lain, memiliki bukti 
kepemilikan yang sah, masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum, 
dapat dilakukan pengikatan secara sah serta tidak terhutang pajak. Analisis 
penilaian jaminan selalu dilakukan oleh BRI Syariah, berikut landasan 
dari prinsip ini diterapkan karena diperbolehkan dalam islam berdasarkan 
Q.S Al-Baqarah :283 
                                   
                                    
               
“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah 
maka yang dipercayai itu memenunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 
(para aksi)menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”116 
 
BRI Syariah KCP Metro menggunakan analsiis 5C dalam menilai calon 
nasabah, hal ini untuk menentukan pengajuan pembiayaan pada murabahah 
yang disetujui atau ditolak, dari 5 analisis tersebut yang Account Officer BRI 
Syariah KCP Metro lebih mementingkan character dan apabila ini tidak 
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 terpenuhi analisis lainnya tidak berarti. Dengan kata lain pengajuan 
pembiayaan murabahah harus ditolak.  
Pada saat penulis melakukan wawancara dengan AO permasalahan yang 
timbul dalam analisis 5C ini adalah character nasabah, yaitu ketika melakukan 
BI-Checking ada beberapa nasabah ynag ternyata bermasalah namun pihak 
bank kurang teliti sehingga terjadi kesalahan dalam menganalisis character 
nasabah dan hal tersebut akan berakibat pada pembayaran yang akan 
dilakukan. 
Analisis 5C ini dilaksanakan oleh Account Officer (AO). Account Officer 
adalah petugas yang melakukan pemasaran pembiayaan, alangkah baiknya jika 
seorang AO lebih berhati hati kepada nasabah yang memiliki pinjaman kepada 
bank lain dan pemerikasaan langsung ketempat usaha calon nasabah untuk 
meneliti secara fisik kebeneran tersebut perlu ditempuh yaitu dengan cara AO 
menanyakan langsung kepada masyarakat tentang tempat dan karakter calon 
nasabah melalui tetangga, teman kerja dan rekan usahanya agar terhindar dari 
adanya tindakan side streaming dan tidak membawa berbagai masalah bagi 
pihak BRI Syariah dikemudian hari.  
Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis 
menganalisis dengan membandingkan antara teori dan praktik dilapangan 
bahwa pengawasan yang dilakukan BRI Syariah KCP Metro sebelum 
pembiayaan dicairkan telah sesuai dengan teori yang ada, yakni bahwa 
pengawasan sebelum pencairan pembiayaan pihak bank harus melakukan 
 analisis terhadap calon nasabahnya yakni menggunakan analisis 5C 
(Character, capacity, capital, collateral dan condition of economy).  
Namun dalam pengawasan preventif yang dilakukan oleh BRI Syariah 
KCP Metro kurang optimal karena ada beberapa kendala diantaranya adalah 
sikap nasabah yang cuek terhadap apa yang disampaikan oleh sales officer 
yang memberikan informasi tentang pembiayaan yang ada pada bank. Yang 
kedua, Jarak nasabah yang memiliki minat untuk melakukan pembiayaan 
namun terlalu jauh dari bank tersebut. Ketiga, adanya margin yang tidak sesuai 
dengan kemauan nasabah. Keempat, sulitnya nasabah melengkapi data-data 
nasabah sebelum dilakukannya pembiayaan. Keempat yaitu analisis 
pembiayaan yang dilakukan BRI Syariah KCP Metro sering terjadi ketidak 
ketelitian terutama pada analisis character yang dapat dilihat dalam BI-
Checking nasabahnya. 
2. Pengawasan setelah pembiayaan dicairkan 
Pengawasan setelah pencairan pembiayaan dilkaukan agar pihak 
nasabha dapat mengikuti perkembangan usaha nasabahnya dengan baik. 
Pengawasan setelah pencairan pembiayaan termasuk dalam jenis pengawasan 
On Site Monitoring yaitu pemantauan pembiayaan langsung ke lapangan 
(nasabah) baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk 
membuktikan pelaksanan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh 
apakah dari deviasi yang terjadi atas terms of lending yang disepakati seperti 
yang dilakukan melalui; Pertama kunjungan lokasi fisik, untuk melihat 
 kondisi di lapangan yang meliputi aspek usaha, jaminan kemajuan proyek, 
mendeteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya, menilai 
kemampuan manajemen nasabah, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk di 
cek secara fisik. Kedua Trade Checking, untuk melihat kondisi usaha nasabah 
pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari supplier, 
distributor, pesaing, asosiasi industri, atau partner bisnis lainnya. Ketiga 
Credit Checking, untuk memantau pembiayaan dengan memanfaatkan 
informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang piutang, baik untuk 
fasilitas yang diberikan oleh bank bersangkutan maupun bank lain.
117
 
Selain pengawasan sebelum pencairan, BRI Syariah KCP Metro juga 
melakukan pengawasan setelah terjadinya pencairan guna mengikuti 
perkembangan pembiayaan maupun usaha nasabah. Bentuk pengawasan 
pembiayaan yang dilakukan di BRI Syariah KCP Metro adalah sebagai 
berikut: 
a. Kunjungan lokasi fisik 
Kunjungan lokasi fisik yang dilakukan BRI Syariah KCP Metro yaitu 
dengan melakukan maintenance dan Laporan Kunjungan Nasabah.  
1) maintenance  
Maintenance di BRI Syariah merupakan memelihara hubungan 
baik dengan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan loyal terhadap 
bank. Selain itu juga maintenance berfungsi sebagai monitoring 
                                                             
117
  Ibid, h. 129 
 pembiayaan yang dilakukan oleh bank, serta memantau dan 
menganalisa kondisi usaha yang sedang terjadi. 
Maintenance digunakan oleh bank sebagai upaya bank untuk 
melakukan pendekatan secara emosional kepada nasabah. Kedekatan 
inilah yang membuat nasabah lebih terbuka kepada bank apabila 
terdapat kendala atau masalah dalam usahanya yang menyebabkan 
terhambatnya pembayaran angsuran. Apabila bank sudah mengetahui 
masalah apa yang sedang dialami oleh nasabah, bank tidak lagi hanya 
sebagai penyedia dana tetapi bank bertindak sebagai konsultan dimana 
bank membantu nasabah untuk mencarikan solusi terhadap masalah 
yang dialami pada usahanya. 
Bentuk maintenance yang dilakukan oleh bank bisa datang 
secara langsung ketempat nasabah ataupun dengan menghubungi lewat 
sms atau telefon. Pihak pimpinan BRI Syariah KCP Metro 
mengatakan maintenance yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP 
Metro, yakni account officer berkunjung langsung ketempat nasabah 
untuk collection (mengambil angsuran) atau untuk sekedar 
silaturahmi. Kegiatan ini dilakukan minimal 1 bulan sekali untuk 
nasabah lancar dan seminggu sekali untuk nasabah dalam perhatian 
khusus, dan semakin sering dilakuakan apabila nasabah sudah mulai 
 bermasalah, sedangkan untuk nasabah yang jauh dari kantor, biasanya 
maintenance lebih sering dilakukan melalui telefon. 
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2) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) 
Laporan ini berkaitan dengan audit internal, bank berkewajiban 
menjalankan LKN setiap 3 bulan sekali. LKN merupakan kegiatan 
wajib yang dilakukan oleh bank sebagai bentuk pengawasan yang 
dilakukan oleh bank kepada nasabah pembiayaan. Laporan Kunjungan 
Nasabah ini berisi identitas nasabah, tujuan kunjungan serta hasil dari 
kunjungan apakah usaha nasabah dapat berkembang atau tidak. 
b. Trade checking 
BRI Syariah KCP Metro tidak hanya melakukan kunjungan atau 
survei ditempat nasabah. Tetapi pihak bank juga melakukan kunjungan ke 
lingkungan nasabah, tetangga atau rekan bisnis nasabah untuk memantau 
kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. BRI Syariah 
melakukan trade checking ini untuk memantau aktivitas usaha nasabah 
melalui orang lain, sehingga bank dapat menilai apakah usaha yang 
dijalankan nasabah sesuai atau tidak.  
c. Credit checking 
BRI Syariah KCP Metro melakukan memantauan pembiayaan dengan 
memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang piutang. 
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 Hal ini dapat dilihat dari kelancaran nasabah melakukan pembayaran, 
apakah ada penunggakan dalam pembayaran atau tidak.
119
  
Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis 
menganalisis dengan membandingkan antara teori dan praktik dilapangan 
bahwa pengawasan yang dilakukan BRI Syariah KCP Metro setelah 
pembiayaan dicairkan telah sesuai dengan teori yang ada pengawasan setelah 
pencairan yang dilaksanakan di BRI Syariah KCP Metro menggunakan jenis 
pengawasan On Site Monitoring diantaranya dilakukannya kunjungan lokasi 
fisik, trade checking, dan credit checking. Monitoring-monitoring ini 
dilaksanakan dengan baik, hanya saja ada beberapa kendala yang 
menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Kendala banyak dihadapi 
ketika bank melakukan kunjungan lokasi fisik nasabah yaitu jauhnya lokasi 
nasabah, jalan transport yang sulit dijangkau, dan ketidakkooperatifan 
nasabah ke pihak bank. 
Dari hasil penelitian dengan membandingkan dengan teori yang ada 
penulis menganalisis bahwa pengawasan yang dilakukan BRI Syariah KCP 
Metro sebelum pencairan pembiayaan dan setelah pencairan pembiayaan telah 
dilakukan sesuai teori yang ada yaitu menggunakan pengawasan jenis On 
Desk Monitoring dan On site Monitoring.
120
 On Desk Monitoring dilakukan 
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 sebelum pencairan menggunakan analisis 5C yaitu character, capital, 
capacity, condition of economic dan collateral. Sedangkan On site monitoring 
merupakan pemantauan pembiayaan langsung kelapangan. Pada jenis 
monitoring ini bank datang langsung ke tempat nasabah untuk melakukan 
pengawasan usaha serta pembianaan apabila terjadi masalah dalam 
pembayaran angsuran. Fungsi dari monitoring ini selain mengawasi usaha 
nasabah secara langsung juga dapat mempererat hubungan antara bank dengan 
nasabah. Pengawasan on site monitoring yang ada di BRI Syariah KCP Metro 
adalah pengawasan melalui kunjungan lokasi fisik (maintenance dan Laporan 
Kunjungan Nasabah), trade checking, credit checking. 
Pengawasan yang secara rutin serta berkelanjutan merupakan salah satu 
cara untuk meminimalisir resiko pembiayaan, tetapi pada kenyataanya pihak 
bank kurang optimal dalam dalam melakukan pengawasan terhadap 
pembiayaan yang disalurkan. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya 
manusia yang tidak sebanding dengan jumlah nasabah yang semakin banyak 
disetiap tahunnya serta pemahaman sumberdaya manusianya yang masih 
kurang meguasai tentang dunia perbankan. Hal ini tentu mempengaruhi 
kualitas dari sisi sumberdaya manusia yang mengakibatkan kinerja mereka 
kurang optimal.   
Selain itu, kurang optimalnya pengawasan pada tahap analisis pemberian 
pembiayaan akan mempengaruhi kemaksimalan pengawasan itu sendiri, BRI 
Syariah menggunakan analisis 5C, dan diantara 5C tersebut bank sering kurang 
 teliti dalam menganalisis character nasabah yang dilihat dari BI-Cheking, 
akibatnya itu akan memicu adanya kemacetan pada pembayaran nasabah untuk 
kedepannya. 
 
B. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KCP 
Metro 
 Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-
kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan 
perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal. 
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan sendiri 
dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerialnya
121
. Sedangkan faktor 
eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen 
perusahaan
122
. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa 
pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah 
disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan 
tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan 
dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Dalam hukum 
perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh nasabah sehingga jika 
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 nasabah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan 
dalam perjanjian maka dikatakan nasabah telah melakukan wanprestasi. 
Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya 
untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011  tentang 
perubahan atas pbi No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi 
bank syariah dan unit usaha syariah maka bank syariah yaitu: Penjadwalan 
kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), Penataan kembali 
(restructuring), dan penyitaan jaminan.
123
 
Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan murabahah bermasalah di BRI 
Syariah KCP Metro disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal 
diantaranya: 
1. Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah 
KCP Metro 
a. Kelemahan dalam analisis pembiayaan 
Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiyaaan yang 
diberikan mencapai sasaran dan aman, yang berarti pembiayaan tersebut 
harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu 
sesuai perjanjian.
124
 Namun dalam penelitian, pimpinan BRI Syariah 
sendiri mengatakan salah satu penyebab macetnya pengembalian 
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 pembiayaan yang ada di BRI Syariah KCP Metro yakni karena kelemahan 
pihak bank dalam melakukan analisis pada nasabahnya sebelum 
pemberian pembiayaan, pihak bank tidak begitu cermat dalam melakukan 
analisis dan penilaian terhadap pembiyaan yang akan diberikan kepada 
nasabah sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
125
 
Ketika analisis yang dilakukan tidak sesuai maka akan terjadi kesalahan 
dalam prosedur pemberian pembiyaaan, hal ini mengakibatkan tujuan 
analisis pembiayaan tidak berjalan dengan baik, yang hal ini berarti 
pemboiayaan tersebut dapat berakibat pada penundaaan pembayaran. 
b. Kurang optimalnya pengawasan dari pihak bank 
Walaupun pengawasan dan pemantauan secara rutin serta berkelanjutan 
merupakan salah satu cara untuk meminimalisir resiko bisinis dalam 
perbankan. Pada kenyataannya pihak bank kurang optimal dalam 
melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Hal 
ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang tidak sebanding 
dengan jumlah nasabah yang meningkat. Selain itu kurang optimalnya 
pelaksanaan pengawasan BRI Syariah KCP Metro terdapat pada tahap 
analisis pemberian pembiayaan dimana BRI Syariah KCP Metro dalam 
menganalisis pembiayaan BRI Syariah menggunakan analisis 5C, dan 
penilaian kesyariahan tidak masuk dalam prinsip analisis sebelum 
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 pembiayaan, hal ini dapat menyebabkan transaksi yang berjalan tidak 
sesuai dengan prinsip islam. 
2. Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah 
KCP Metro 
a. Kelemahan karakter nasabah 
Menurut Hadi Susilo selaku Pimpinan mengatakan bahwa ada beberapa 
nasabah yang macet disebabkan karena nasabah tersebut memiliki 
karakter yang tidak amanah (tidak jujur) bahkan ada nasabahnya yang 
melakukan judi yakni adu ayam.
126
 Kelemahan karakter nasabah termasuk 
salah satu penyebab adanya pembiayan bermasalah di BRI Syariah KCP 
Metro, hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pihak bank untuk dapat 
menganalisis karakter nasabah lebih cermat lagi agar mengurangi resiko 
adanya gagal bayar atau pembiayaan macet. 
b. Pendapatan nasabah yang menurun 
Pimpinan BRI Syariah KCP Metro mengatakan “Penurunan pendapatan 
nasabah pembiayaan disebabkan usaha nasabah berada pada titik jenuh, 
dan nasabah kurang cakap dalam mengelola usahanya sehingga usaha 
tersebut tidak berkembang alias rugi.”127 Adanya kerugian yang dialami 
nasabah akan menyebabkan nasabah kesulitan dalam memenuhi 
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 kewajibannya untuk mengembalikan pembiyaaan yang telah diterimanya, 
dan hal itu dapat menyebabkan nasabah gagal bayar. 
c. Keadaan Alam 
Keadaan alam yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan 
nasabah akan mempengaruhi pembayaran pembiayaan nasabah. Pak hadi 
mengatakan “ keadaaan alam atau musim kemarau panjang akan memicu 
para petani gagal panen, dan akibatnya nasabah akan telat dalam 
membayar pembiayaan yang dilakukan”128 Keadaan alam yang tidak 
sesuai dengan jenis usaha nasabah yang berakibat pada kerugian nasabah 
itu sendiri menyebabkan nasabah kesulitan dalam membayar 
kewajibannya kepada bank. 
d. Kecerobohan nasabah dalam penggunaan dana 
Dalam pengajuan pembiayaan yang tertera disurat pengajuan 
adalah penggunaan dana untuk modal kerja berupa pembelian alat-alat 
kebutuhan usaha. Dalam praktiknya pak hadi mengatakan, “ketika dana 
tersebut sudah dicairkan, ada beberapa nasabah menggunakannya untuk 
hal lain, seperti keperluan konsumtif yang tidak menghasilkan suatu 
pendapatan”.129 Oleh karena itu, bank perlu mengontrol penggunaan dana 
secara serius dengan meminta laporan anggaran pembelanjaan nasabah. 
Kasus ini terjadi karena pembelian barang yang seharusnya menjadi 
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 tanggungjawab bank diwakilkan kepada nasabah, sehingga berpeluang 
terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Kasus yang seperti ini disebut 
dengan Side streaming dimana nasabah melakukan penyalahgunaan dana, 
dimana dana yang seharusnya digunakan untuk modal kerja tetapi 
digunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak menghasilkan 
pendapatan. Tidak sedikit nasabah BRI Syariah yang mengalami kasus 
side streaming diamana penggunaan pembiayaan yang seharusnya 
digunakan untuk usaha tetapi digunakan untuk keperluan lain (konsumtif). 
Akibatnya pembiayaan yang seharusnya dapat meningkatkan usaha 
nasabah tetapi penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah tersebut 
membuat usaha nasabah semakin merugi. Ketika hal itu telah terjadi maka 
nasabah akan mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaan tersebut. 
Setelah melakukan penelitian pada penyelesaian pembiayaan murabahah 
yang bermasalah maka tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BRI 
Syariah KCP Metro yaitu: 
1. Penagihan intensif 
Menurut Bapak Hadi beliau mengatakan “Sebelum jatuh tempo 
pembayaran seorang AO akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan 
pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo”130 kemudian penagihan secara 
langsung dari 1 sampai 5 hari melewati waktu jatuh tempo nasabah belum 
membayar pembiayaan maka pihak BRI Syariah akan mendatangi secara 
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 langsung atau kunjungan nasabah pembiayaan yang mengalami 
penunggakan untuk menagih pembayaran pembiayaannya. 
Jika penagihan insentif tidak membuat nasabah memenuhi 
kewajibannya, maka dari 7 hari setelah tanggal jatuh tempo maka BRI 
syariah memberikan Surat teguran mulai dari SP1, SP2, sampai SP3. 
Pemberian surat teguran ini merupakan salah satu tahap penyelesaian 
pembiayaan yang mulai bermasalah. 
2. Rescheduling (penjadawalan ulang) 
Yaitu tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban 
nasabah. Tindakan ini dilakukan dengan cara penjadwalan kembali jangka 
waktu pembiayaan, perubahan jadwal dan jumlah angsuran. Tindakan ini 
dilakukan kepada nasabah yang tidak mampu namun masih berkemauan 
untuk emngembalikan dana pembiayaan, dan si nasabah masih ada potensi 
usahaserta barang jaminan yang mendukung. Maka tindakan yang dilakukan 
unutk menangani pembioayaan bermasaah ini adalah dengan memberikan 
perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan.  
Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan apabila terdapat 
nasabah yang mengalami kesulitan dalam pengembalian dana pembiayan, 
maka sebaiknya bank emmberikan kelonggaran jangka waktu pengembalian 
dana pembiayaannya. 
                                   
 Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam keadaan kesukaran. 
Maka berilah tangguh sampai ia kelapangan, dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” 
(QS. Al-Baqarah 280)
131
 
3. Reconditioning 
Upaya yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Metro dalam 
menyelamatkan pembiayaan bermasalahnya dengan cara mengubah seluruh 
atau sebagian perjanjian perjanjian yang dilakukan oleh bank dengan 
nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan harus sesuai dengan 
permaslahan yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. 
Dengan perubahan yang telah ditetapkan oleh bank diharapkan nasabah 
dapat menyelesaikan kewajibannya sampai lunas. 
4. Restructuring 
Tindakan ini dilakuka oleh BRI Syariah KCP Metro kpada nasabah 
yang kekurangan dana untuk mengembalikan dana tersebut, serta jaminan 
dan prospek usahanya pun bagus, maka tindakan yang dilakukan oleh bank 
dalam rangka meringankan beban nasabh adlah dengan menambah dana 
pembiayaan yang diharapkan dapat membantu nasabah untuk meningkatkan 
usaha nasabah dalam mengembalikan dana pembioayaannyadengan cara 
memperpanjang masa pelunasab pembiyaan akan diringankan oleh kecilnya 
cicilan pembiayaan yang akan dibayar nasabah pada setiap bulannya. 
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 5. Penjualan Jaminan 
Tindakan ini dilakukan bagi nasabah yang tidak mampu dan tidak 
berkemauan untuk emngembalikan dana pembiayaannya, prospek usahanya 
tidak bagus akan tetapi masih ada barang jaminan yang telah diserahkan 
secara sukarela oleh nasabah kepada pihak bank pada saat awal akad. Maka 
tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak bank adalah dengan menjual 
barang jaminan tersebut. Dalam hal penjualan jaminan pak Hadi 
mengatakan, “Bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk 
menjual sendiri atau langsung pihak bank yang akan menjual jaminan, jika 
memang ada kelebihan dari hasil penjualan jaminan tersebut maka akan 
dikembalikan kepada nasabahnya bank hanya mengambil haknya saja.”132 
Itu berarti nasabah masih dipercaya untuk menjual barang jaminan nya 
sendiri namun ketika dilakukan penjualan jaminan tersebut bank 
memberikan waktu tempo penjualan jaminan. Ketika melewati tempo maka 
pihak bank mengambil tindakan untuk menjual jaminan itu sendiri. Dan 
apabila hasil dari penjualan jaminan tersebut terdapat kelebihan maka akan 
dikembalikan ke nasabah tersebut. 
BRI Syariah KCP Metro menyelesaikan pembiayaan murabahah 
bermasalahnya yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sesuai 
dengan teori yang ada bahwa ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka bank 
syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 
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 13/9/PBI/2011  tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang 
Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah maka bank 
syariah melakukan penjadawalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali 
(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Namun apabila nasabah 
masih tidak mampu membayar hutangnya maka bank melakukan pelelangan 
barang jaminan secara sukarela kepada nasabahnya, namun ketika nasabah tidak 
mampu melakukan pelelangan maka pihak bank lah yang akan melakukan 
pelelangan tersebut dan akan mengembalikan sisa hasil pelelangan ketika ada 
kelebihan dana dari hasil pelelangan jaminan tersebut.  
 
 
 
 
  
 BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini serta hasil 
analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan antara teori 
dengan praktik, maka didapatkan kesimpulan : 
1. Pengawasan pembiayaan murābahah oleh BRI Syariah KCP Metro 
dilakukan dalam tahap sebelum pembiayaan dicairkan dan setelah 
pembiayaan dicairkan. Sebelum pembiayaan dicairkan BRI Syariah 
menggunakan jenis pengawasan Monitoring on desk yaitu  pemantauan 
pembiayaan secara administrative dengan menggunakan analisis 5C 
(Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy). 
Diantara 5C tersebut bank sering kurang teliti dalam menganalisis 
character nasabah yang dilihat dari BI-Cheking, akibatnya itu akan 
memicu adanya kemacetan pada pembayaran nasabah untuk kedepannya. 
Sedangkan pengawasan setelah pembiayaan dicairkan BRI Syariah 
menggunakan jenis pengawasan on site monitoring yaitu pemantauan 
pembiayaan langsung ke lapangan (nasabah), yakni dengan cara 
pengawasan tersebut dilaksanakan dengan baik, hanya saja ada beberapa 
kendala yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Kendala 
 banyak dihadapi ketika bank melakukan kunjungan lokasi fisik nasabah 
yaitu jauhnya lokasi nasabah, jalan transport yang sulit dijangkau, dan 
ketidakkooperatifan nasabah ke pihak bank. 
2. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP 
Metro yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni kurang 
optimalnya pengawasan dari pihak bank karena kurangnya SDM yang 
tidak sebanding dengan jumlah nasabah yang meningkat disetiap tahunya 
dan kelemahan dalam analisis pembiayaan bahwa pihak bank kurang 
cermat dalam menganalisis dan menilai pembiayaan yang akan diberikan 
kepada calon nasabah. Sedangkan faktor eksternal diantaranya Adanya 
iktikad tidak baik dari nasabah, pendapatan nasabah yang menurun, 
keadaan alam yang tidak sesuai dengan usaha nasabah, dan kecerobohan 
nasabah dalam penggunaan dana. Penyelesaian pembiayaan murabahah 
yang bermasalah BRI Syariah KCP Metro melakukan restrukturisasi 
dengan cara penagihan intensif, pemberian surat peringatan, rescheduling, 
reconditioning, restructuring, dan pelelangan barang jaminan. 
 
B. Saran 
1. Pihak bank harus lebih teliti dalam melakukan analisis guna 
mengoptimalkan pengawasan terhadap pembiayaan nasabahnya supaya 
nasabah yang macet tidak terus menerus bertambah disetiap tahunnya.  
 2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di BRI Syariah perlu 
dikeseimbangkan dengan  jumlah nasabah yang disetiap tahunnya 
mengalami kenaikan, hal ini supaya bank dapat mengontrol segala tugas 
operasional dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya pembiayaan 
bermasalah. 
3. Mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan 
murabahah, karena pembiayaan murabahah  merupakan pembiayaan yang 
memiliki potensi tinggi memunculkan risiko pembiayaan. Maka dari itu 
dibutuhkan manajemen yang baik, analisa yang cermat dan teliti, jujur dan 
benar terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. 
4. Lanjutkan pengawasan pada setiap pembiayaan, khususnya pembiayaan 
murabahah, agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dalam keadaan baik. 
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